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ABSTRAK

Nama : Ambarwati
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Bantuan Hukum Terhadap TKW/Nakerwan Yang Melakukan

Tindak
Pidana Di Malaysia

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan penghasil devisa negara terbesar setelah
migas , pengiriman TKI di luar negeri khususnya Malaysia merupakan salah satu
upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian negara karena
peerintah Indonesia tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi Warga
Negara Indonesia (WNI), sudah semestinya pemerintah Indonesia memberikan
jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Sebagai WNI
TKW/Nakerwan mempunyai hak yang sama dengan WNI yang lain termasuk
dalam hal jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang dalam sebagaiman
yang terkandung dalam konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945, untuk itu
pemerintah Indonesia harus melindungi semua warga negaranya baik yang di
dalam negeri maupun yang di luar negeri. Tindakan kekerasan, penganiayaan,
pelecehan seksual, pemerkosaan dan perlakuan diskriminasi yang juga merupakan
bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kerap dialami oleh
TKW/Nakerwan kita yang bekerja di sektor informal yaitu Pembantu Rumah
Tangga (PRT) di Malaysia. Peraturan hukum yang mengatur tentang keberadaan
TKW/Nakerwan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, untuk itu pemerintah
Indonesia dan pemerintah Malaysia mengadakan diplomasi politik dengan
menghasilkan nota kesepahaman (MoU) yang dibuat untuk melindungi TKI yang
bekerja sebagai PRT, dalam MoU tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban
antar TKI dan pengguna jasa, berjalannya waktu MoU tersebut kurang mewakili
karena masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TKI,
pengguna jasa, maupun pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia, dalam
MoU tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai bantuan hukum, dengan
demikian pemerintah Indonesia bersama-sama dengan pemerintah Malaysia
melakukan peninjauan ulang terhadap isi dari MoU tersebut, karena dengan
adanya MoU tersebut tidak membawa perubahan yang cukup berarti terhadap
perlindungan hukum TKI khususnya TKW/Nakerwan yang bekerja sebagai PRT
di Malaysia, adapun bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan pemerintah
Indonesia kepada TKI yang dihadapkan dengan suatu permasalahan hukum adalah
bantuan hukum kemanusiaan, diplomasi, konsuler dan pendampingan.

Kata Kunci :
Bantuan Hukum, TKW, Malaysia.

Bantuan hukum..., Ambarwati, FH UI, 2009



Universitas Indonesia

9

ABSTRACT
Name : Ambarwati
Study Program: Ilmu Hukum
Title : Legal Aid For Indonesian Female Labor/Domestic Worker Who

Suspected Of Criminal Act In Malaysia
Indonesian Labor (Tenaga Kerja Indonesia) produce the biggest devisa beside oil
and gas, most of them are female. Sending Indonesian Labor abroad especially to
Malaysia is one of effort to decrease numbers of unemployment and increase
national economy, because the government is unable to provide job opportunity
for all numbers/ the demand of unemployment. The government should gives
security and legal protection for all citizens in this matter Indonesian Labor,
especially female labor. As a labor they have the same right like any other
Indonesian citizen include security and legal protection as contain in the
constitution UUD 1945, therefore the government must protect all its citizen
inside and outside the country. Violence, maltreatment, sexual harassment, rape
and discrimination suffered by the female labor who are most working in informal
sector as domestic workers, are human rights violation. The regulation which
govern Indonesian Labor is working inefficiently to protect them, so that the
government of Indonesia and the government of Malaysia made politic diplomacy
and the result is Memorandum of Understanding (MoU) for protection Indonesian
Labor who works as domestic workers. The MoU less to protect the rights and
obligations between Indonesian Labor and the employer or the service user. So far
still easy for us to find violation which are made by the employer or the service
user, Indonesian Labor, or the government (both Indonesia and Malaysia). The
MoU does not specifically govern about legal aid, so that the Indonesian
government and together with the Malaysian government conducted a review to
the content of the MoU, because the MoU does not bring significant change for
the protection of the Indonesian Labor especially for female domestic worker in
Malaysia. The form of the legal aid which can be provided by Indonesian
government for them who face law problem are legal aid in humanitarian,
diplomacy, consular, and assistance.
Key word:
Legal Aid, Indonesian Female Labor, Malaysia.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Orientasi pembangunan di Indonesia terfokus pada pembangunan ekonomi

yang artinya meningkatkan produksi setingi-tingginya , meningkatkan devisa

negara , mengurangi jumlah pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan

sebanyak-banyaknya. Langkah pemerintah mengirim Tenaga Kerja Indonesia

(TKI) di luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan

pembangunan di Indonesia karena hal ini dapat menyerap banyak tenaga kerja

khususnya wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pada saat itu

kita sering mendengar terjadinya penyiksaan terhadap pembantu rumah tangga

yang berujung pada tindakan kriminal pembunuhan , mereka disiksa dan

dilecehkan layaknya budak belian.

Hal ini dapat terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap

para TKW/Nakerwan yang bekerja di sektor informal khususnya pembantu rumah

tangga misalnya dalam bentuk perlindungan hukum yaitu belum adanya ketentuan

hukum yang mengatur secara tersendiri mengenai Pembantu Rumah Tangga

(PRT) . Berbeda dengan di Malaysia pembantu rumah tangga disana mendapat

perlindungan yang sama seperti buruh wanita yang bekerja di perusahaan.1

Malaysia adalah negara tetangga terdekat yang membuka peluang besar bagi

masyarakat Indonesia, oleh karena itu pemerintah terus mendorong penempatan

tenaga kerja ke negeri Jiran tersebut melalui jalur yang benar (legal), namun

keberadaan TKI illegal tetap tidak bisa dihindarkan, saat ada kasus deportasi

besar-besarn terhadap TKI illegal tahun 2008 yang jumlahnya lebih banyak dari

pada TKI legal. Menurut Direktur Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga

Kerja Luar Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans)

Marjonomengatakan untuk mengatasi masalah TKI illegal pemerintah telah

melakukan upaya pecegahan misalnya melakukan MoU dengan Kapolri untuk

melakukan pencegahan dan penindakan para calo, mengontrol wilayah perbatasan

1 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia,
cet.1, (Bandung:Mandar Maju,1994), hal.123.
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atau titik pemberangkatan atau masuknya TKI illegal di Malaysia.2Produk hukum

yang mengatur tentang TKI seperti Undang-Undang No 39 tahun 2004 lebih

banyak mengatur mengenai syarat-syarat PJTKI, BNP2TKI, tata cara menjadi

TKI dibandingkan dengan perlindungan hukum khususnya mengenai bantuan

hukum terhadap TKI itu sendiri demikian halnya terhadap Keputusan Menteri

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: KEP-104

A/MEN/2002 Tentang penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri.

Dengan adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor PER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Sebagai peraturan

pelaksana dari UU No 39 tahun 2004 diharapkan mampu memenuhi kekurangan–

kekurangan yang ada .

Timbulnya kasus-kasus perburuhan yang menempatkan wanita sebagai

obyek yang dieksploitasi dan diperlakukan tidak selayaknya dengan meniadakan

hak yang ada pada dirinya, hal ini juga dipengaruhinya kondisi inhern wanita itu

sendiri dalam konteks perkembangan budaya yaitu:3

a. Kebanyakan buruh wanita yang ada berpendidikan rendah sehingga

tidak mengenal akan hak dan kewajibannya.

b. Mereka tidak atau kurang memiliki pengalaman kerja

c. Tidak percaya diri sehingga cenderung menurut dan tidak banyak

menuntut.

d. Ikhwal Surat Perjanjian Kerja Bersama (SPBK), banyak perusahaan

yang tidak membuatnya. Dengan demikian Buruh Wanita dapat

dengan mudah dikeluarkan tanpa pesangon.

e. Ketidaktahuan akan lembaga-lembaga yang mengurusi perburuhan.

Tindak kekerasan yang menimpa TKW/Nakerwan dan minimnya perlindungan

bagi mereka tidak lepas dari posisinya sebagai pekerja rumah tangga di lingkup

2“Berita Ketenagakerjaan Ketransmigrasian Dan Kependudukan,”25 Mei
2009,<http://www.disnakertrans-jateng.go.ig>. diakses 29 Mei 2009.

3 Bambang Sunggono,op.cit,hal.125
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domestik , pendatang di negeri orang dan sebagai perempuan ,perlakuan terhadap

TKW/Nakerwan sepertinya disebabkan oleh:4

a. Eksploitasi berdasarkan posisinya sebagai buruh.

b. Diskriminasi sosial sebagai pendatang dan penindasan gender karena

keperempuannya.

Dengan melihat kondisi dan kenyataan yang ada bahwa para TKW/Nakerwan

sudah memberikan devisa kepada negara, hal ini terbukti dengan adanya

peningkatan devisa negara yang mulai terlihat pada tahun 2001 mencapai 5 triliun

rupiah, pada tahun 2004 naik menjadi 6,3 triliun rupiah dan sampai dengan 2007

jumlah perolehan devisa menjadi 15 triliun rupiah ini merupakan angka yang

sangat signifikan, sehingga TKW menjadi primadona devisa negara.5 Sudah

selayaknya pemerintah dengan segala kebijakannya sebaiknya memberikan

perhatian terhadap para TKW/Nakerwan khususnya yang berada di Malaysia.

Dalam hal memberikan bekal pengetahuan hukum yang menyangkut tentang hak,

kewajiban dan perlindungan hukum, yang perlu ditekankan adalah bagaimana

membangun atau mendidik masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan dan

kesadaran akan hak-hak untuk membela diri dan membela kepentingannya yang

dibelakangkan. Disamping itu kita jumpai pula kenyataan lain bahwa mereka yang

sudah tahu dan mengerti akan adanya hak-hak untuk membela diri atau untuk

menuntut, pada umumnya tidak memiliki keberanian moral untuk

melakukannya.6Perlakuan yang tidak senonoh dan tindakan kesewenang-

wenangan kerap mewarnai perjuangan hidup para Nakerwan /TKW di Malaysia.

Hal ini menyangkut tentang harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia

Internasional. Sejumlah data memperlihatkan hal-hal sebagai berikut :7

a. Setiap bulan sedikitnya 15 sampai dengan 20 orang mengandung

bayi-bayi majikannya atau bayi siapa yang tidak jelas.

4 Program Kerja Riset,Informasi Dan Dokumentasi Kalyanamitra,Pahlawan Devisa tanpa
Perlindungan, (Jakarta 2005).

5 “ Problematika TKW Dan Devisa Negara.,”<http://www.pab-indonesia.com/17/05/09/>.
Diakses 25 Mei 2009.

6 Adnan Buyung Nasution,Bantuan Hukum Di Indonesia, Cet.III,(Jakarta:Kincir
Buana,1988),hal.102.

7“ Maraknya TKW Yang Jadi Korban Pemerkosaan Di Timur Tengah,”<
http://www.pikiran –rakyat.com/cetak/2005/0405/13/02.htm>.
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b. Di Jeddah,Arab Saudi misalnya,Konjen RI di sana setiap bulan

menampung sekitar 50 orang TKW yang melarikan diri dari

majikannya.

c. Di Ryadh, sekitar 400 orang TKW meminta perlindungan kepada

Kedubes RI di sana,

d. Di Kuwait angkanya juga lebih dari 300 orang. Belum lagi di

Malaysia, Singapura, Taiwan dan sebagainya.

Dengan terbentuknya Undang-Undang no 39 tahun 2004 tentang Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri beserta PP no.22 tahun

2008 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Di Luar Negeri diharapkan mampu memberikan perlindungan dan payung hukum

yang memadai bagi para TKI khususnya TKW/Nakerwan yang bekerja di sektor

informal yaitu pembantu rumah tangga yang selama ini jauh dari perlindungan

hukum. Adapun bentuk perlindungan hukum tidak hanya terbatas dari simpati dari

pemerintah saja tetapi perlindungan hukum dalam bentuk pemberian bantuan

hukum. Tindakan yang tegas dari pemerintah dalam menindak PPTKIS yang

melakukan pelanggaran hukum misalnya melakukan pengiriman TKI ilegal harus

diberikan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi administratif kepada

perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sebagaimana

ketentuan hukum mengatur agar menimbulkan efek jera, hal ini dapat

menimbulkan kesulitan pada pihak pemerintah dan kerugian pada pihak TKI

dalam memberikan perlindungan hukum karena keberadaannya tidak terdaftar.

Selain itu pemerintah juga diharapkan mampu memberikan fasilitas kepada

TKW/Nakerwan yaitu dengan memberikan kemudahan dalam hal prosedur dan

tata cara pemberian perlindungan dan bantuan hukum. Kasus penganiayaan yang

terjadi pada TKW/Nakerwan kita, dalam enam bulan terakhir saja di tahun 2007,

kita mencatat ada 45 kasus penganiayaan TKW/Nakerwan di luar negeri. Dari

kasus tersebut, Arab dan Malaysia menempati peringkat paling tinggi dalam kasus

kekerasan terhadap TKW kita.8 Data pemulangan TKI periode Januari sampai

8 Pab-indonesia,op.cit,.
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dengan Juni 2008 sebanyak 300 0rang dewasa dan 16 orang balita adalah sebagai

berikut:9

No. Bulan Jumlah Keterangan

1. Januari 38 orang 36 orang dewasa, 2 orang balita

2. Februari 45 orang 44 orang dewasa, 1 orang balita

3. Maret 70 orang 70 orang dewasa

4. April 42 orang 42 orang dewasa

5. Mei 68 orang 68 orang dewasa, 8 orang balita

6. Juni 68 orang 68 orang dewasa, 8 orang balita

Dan data dari KBRI Kuala Lumpur periode 2009 adalah sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang meninggal dunia sebanyak

54 orang dengan 4 jenazah yang dimakamkan di Malaysia dan 32

jenazah yang dimakamkan di Indonesia.10

b. Warga Negara Indonesia (WNI) yang menghadapi kasus hukum

pidana berat sebanyak 338 orang dengan 294 karena kasus narkoba

dan 263 orang sedangkan yang telah dijatuhi hukuman adalah 29

orang dan 90 orang diantaranya masih terancam hukuman mati.11

Terkait dengan isu pelanggaran HAM, peristiwa kekerasan yang menimpa

para TKW/Nakerwan termasuk dalam kategori pelanggaran HAM. Namun

pemerintah Indonesia maupun dunia Internasional tidak melihat hal itu sebagai

pelanggaran HAM tetapi hanya tindak pidana biasa sehingga tidak menimbulkan

efek jera kepada pelaku. Dalam kaitannya dengan keberadaan dan pelaksanaan

program bantuan hukum, maka hal ini sebenarnya juga tidak dapat dilepaskan

dengan sistem sosial yang ada. Dalam prakteknya ternyata juga turut mewarnai

dalam menentukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat khususnya

mereka yang tergolong miskin dan tidak mampu12.

9 “tkI-Shelter-dipulangkan-2008,” < http://www.kbrikuala lumpur.org>, diakses 30 Maret
2009.

10 “Wni-tki-meninggal-2009-april,”< http://www.kbrikualalumpur.org>, diakses 30 Maret
2009.

11 “Wni-terpidana-april-2009,” <http://www.kbrikualalumpur.org>, diakses 30 Maret
2009.

12 Bambang Sunggono,op cit.,hal.61.
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Dengan alasan-alasan yang demikian mengakibatkan bahwa bantuan hukum

tidak dapat dinikmati secara merata dan menyeluruh . Sebagai warga negara

Indonesia para TKW/Nakerwan juga mempunyai hak yang sama didepan hukum

tanpa melihat status sosial dan tanpa adanya diskriminasi. Ironisnya apabila

TKW/Nakerwan melakukan tindak pidana di luar negeri khususnya di Malaysia.

Perlakuan berbalik yang diterima dari para TKW/Nakerwan tersebut. Mereka

dikondisikan sebagai penjahat besar yang harus dihukum seberat-beratnya tanpa

melihat dan mendengar alasannya dan menafikkan kondisi yang sebenarnya.

Namun dengan demikian tidak berarti bahwa perhatian pemerintah terhadap

TKW/Nakerwan tidak pernah dilakukan.

Apabila dibandingkan dengan data TKW/Nakerwan yang bermasalah dengan

hukum relatif masih kecil, seperti dalam kasus TKW/Nakerwan Nurlela yang

berada di Malaysia semula hanya didakwa dengan pasal 304 (a) Kanun Keseksaan

dengan hukumannya tidak lebih dari 20 tahun. Dalam persidangan awal, Nurlela

didakwa dengan pasal syeksen 302 yang ancamannya hukuman mati karena

membunuh majikannya Ng Wann Tsair alias Acu alias Awen yang belakangan

diketahui sebagai germo itu mencoba menggagahi Nurlela. Nurlela berhasil

menyelamatkan diri setelah dalam pergelutan meraih pisau dapur dan

menikamkannya ke tubuh Acu. Belakangan sang germo tewas setelah beberapa

hari mendapat rawatan di rumah sakit13. Terhadap kasus tersebut perjuangan

pemerintah Indonesia kepada TKW/Nakerwan terlihat serius karena pemerintah

kita tetap memperjuangkan hak Nurlela yaitu membebaskan dari hukuman

mati/gantung karena belakangan diketahui bahwa pelaku adalah korban

perdagangan perempuan oleh korban yang artinya karena pelaku tidak mutlak

bersalah. Dengan adanya perjanjian ekstradisi bilateral antara Indonesia-Malaysia

yang telah diratifikasi dan mengundangkannya dengan Undang-undang Nomor 9

tahun 1974 (L.N.R.I.No.63/1974.TLNRI.No.3044) dapat digunakan sebagai salah

satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin kepastian

hukum kepada para TKI/Nakerwan yang terlibat masalah hukum.14

13 “TKW Asal Langkat Terancam Digantung,”<http://khairulid.multiply.com>,17 April
2006. diakses 11 Mei 2009.

14 I Wayan Parthiana,Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Islam
(Bandung:Alumni,1983), hal.25.
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2. Pokok Permasalahan

Yang menjadi pokok permasalahan dalam bantuan hukum terhadap

Nakerwan dalam tindak pidana adalah:

a. Bagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang

bantuan hukum terhadap TKW/Nakerwan Pembantu Rumah

Tangga (PRT) yang melakukan tindak pidana di luar negeri?

b. Bagaimanakah mekanisme bantuan hukum terhadap

TKW/Nakerwan yang melakukan tindak pidana di luar negeri?

3. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan umum dalam penulisan sekripsi ini adalah:

a.Tujuan Umum

Penulisan sekripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan dan

ketidakberdayaan para Nakerwan dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai

warga Negara diantaranya adalam hak untuk mendapatkan perlindungan hukum

dan persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi demi menegakkan keadilan

sosial.

b.Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami ketentuan hukum yang mengatur

tentang bantuan hukum bagi Nakerwan pembantu Rumah Tangga

yang melakukan tindak pidana di luar negeri.

2. Menjelaskan tata cara pelaksanaan perlindungan dan bantuan

hukum yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga non

pemerintah kepada Nakerwan Pembantu Rumah Tangga yang

terlibat dengan masalah hukum.

3. Mengetahui peranan KUHAP, Undang-Undang Ketenagakerjaan

dan Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia di Luar Negeri beserta peraturan pelaksana yang

mengatur secara khusus tentang TKI dalam memberikan

perlindungan dan bantuan hukum.
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4. Kerangka Konseptual

Untuk menyamakan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini

perlu diadakan definisi sebagai berikut:

a. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) : adalah setiap warga Negara Indonesia

yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja

untuk jangka wakti tertentu dengan menerima upah.15

b. Perlindungan TKI : adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan

calon TKi/TKI dalam mewujudkan terceminnya pemenuhan hak-haknya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun

sesudah bekerja.16

c. Perusahaan Jasa Tenaga-Kerja Indonesia (PJTKI) :adalah badan usaha

yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapat izin dari Menteri untuk

berusaha di bidang jasa penempatan TKI di luar negeri.17

d. Kartu Tenaga kerja Luar Negeri (KTKLN) : adalah kartu identitas bagi

TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk ditempatkan

bekerja di luar negeri yang sekaligus merupakan rekomendasi Bebas Fiskal

Luar Negeri (BFKL)18

e. Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk

santunan berupa uang yang meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian

material19

f. Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) adalah

unit pelaksana teknis Pemerintah Pusat di daerah yang melaksanakan sebagian

kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.20

g. Bantuan Hukum adalah (dalam arti luas) upaya untuk membantu golongan

yang tidak mampu dalam bidang hukum21

h. Pengacara adalah orang yang mahir dalam acara (di muka pengadilan)22

15 Indonesia(1), Undang-Undang Penempatan danPperlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri, UU No. 39 tahun 2004, LN No.113 tahun 2004, ps. 1 angka 1.

16 Ibid.,ps. 1 angka 4.
17Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (1), Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi tentang penempatan Tenaga Kerja Indonesia Keluar N egeri , KEP-104
A/MEN/2002,ps.1 angka 6.

18Ibid., ps.1 angka 21.
19 Ibid.,ps.1 angka 7.
20 Ibid.,pa. 1 angka 11.
21Bambang Sunggono,op.cit.,hal.7 .
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i. Tindak Pidana adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman23

j.Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara antara TKI dengan

pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing

pihak.24

5. Metode Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan

data yang dilakukan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka yaitu

mempelajari semua bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer berupa Undang-Undang

Adapun Undang-undang yang dapat digunakan sebagai dasar adalah sebagai

berikut:

1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1990 tentanh Hak Asasi Manusia

(HAM)

5. Undang-Undang nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Di Luar Negeri

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor PER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

7. Keputusan Menteri Tenaga kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia

nomor :KEP-104 A/MEN/2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja

Indonesia Ke Luar Negeri.

8. Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler (UU No. 1

Tahun 1982 Tanggal 25 Januari 1982)

9. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG)

22R.Subekti dan Tjitrosoediio,Kamus Hukum,cet.XVI(Jakarta:Malta
Printindo,2005),hal.88.

23Ibid.,hal.35.
24 Indonesia (1),op.cit.,ps.1 angka 10.
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata

Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

b. Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku, skripsi, laporan penelitian tentang

masalah bantuan hukum terhadap Nakerwan yang melakukan tindak pidana.

c. Bahan Hukum Tertier seperti kamus ensiklopedia.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data kualitatif karena tata cara

penelitian yang dilakukan menghasilkan data deskriptif dan bertujuan untuk

mengerti atau memahami mengenai bantuan hukum TKW/Nakerwan Pembantu

Rumah Tangga sebagai terdakwa yang melakukan tindak pidana di luar negeri.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dalam rangka menunjang

studi pustaka. Dengan memaparkan peraturan perundang-undangan mengenai

ketenagakerjaan dan Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia di Luar Negeri. Selanjutnya analisa permasalahaan yang timbul

dan upaya pemecahannya dengan metode pendekatan kualitatif, yaitu dengan

menganalisa ketentuan masalah bantuan hukum TKW/Nakerwan Pembantu

Rumah Tangga yang melakukan tindak pidana di luar negeri dilihat dari segi hak-

hak sebagai terdakwa dan hak sebagai warga Negara Indonesia.

6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan sekripsi ini pembahasan di buat dengan membagi pembahasan

menjadi 4 bab yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang adanya bantuan hukum bagi TKW/Nakerwan yang

melakukan tindak pidana di Malaysia, pokok permasalahan yang timbul tujuan

diadakan penelitiandan istilah yang berkaitan dengan TKI, metode penelitian yang

digunakan serta sistematika penulisan dari skripsi ini.

BAB 2 BANTUAN HUKUM INDONESIA

Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian bantuan hukum, sejarah, fungsi dan

tujuan bantuan hukum, bantuan hukum kaitannya dengan Hak Asasi Manusia

(HAM), bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana serta ketentuan-ketentuan

hukum yang mengatur tentang bantuan hukum.
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BAB 3 BANTUAN HUKUM TERHADAP TKW/NAKERWAN YANG

MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI MALAYSIA

Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian TKW atau Nakerwan , macam-

macam tinak pidana yang terjadi di Malaysia, masalah-masalah hukum yang

dihadapi oleh TKW/Nakerwan di sektor informal (Pembantu Rumah Tangga),

hukum di Malaysia tentang bantuan hukum, upaya yang dilakukan pemerintah

dalam PP No 22 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, bantuan hukum yang di berikan kepada

TKW/Nakerwan yang melakukan tindak pidana di luar negeri.

BAB 4 ANALISA KASUS

Dalam bab ini dibahas mengenai kasus TKW/Nakerwan yang melakukan tindak

pidana di Malaysia dan bagaimana penanganannya ditinjau dari peraturan

perundang-undangan yang berlaku

Bab 5 PENUTUP

Dalam bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran penulis terhadap kasus

yang dibahas terkait dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang

perlindungan TKW/Nakerwan Pembantu Rumah Tangga (PRT)

Bantuan hukum..., Ambarwati, FH UI, 2009



Universitas Indonesia

23

BAB 2

BANTUAN HUKUM INDONESIA

1. Pengertian, Fungsi, Tujuan Dan Sejarah Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum pada masa lalu belum di kenal di Indonesia ,

bangsa Indonesia lebih mengenal istilah advokat, pengacara, atau pembela yang

jam bicaranya harus dibayar oleh orang yang memerlukan jasa dan bantuannya.

Di negara Barat pada umumnya , pengertian, bantuan hukum mempunyai ciri dan

istilah yang berbeda, seperti yang dilihat di bawah ini:25

a. Legal Aid

Artinya pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam

suatu kasus atau perkara yang di berikan kepada orang miskin atau orang yang

tidak mampu secara cuma-cuma yang bertujuan menegakkan keadilan dan

membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil dan buta huruf.

b. Legal Assistance

Pengertian legal assistance lebuh luas dari pada legal aid yang mengandung

makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum yang lebih dekat dengan profesi

advokat, bantuan hukum tidak hanya diberikan kepada orang yang miskin secara

cuma-cuma maupun diberikan kepada orang yang mampu membayar.

c. Legal Service

Legal service dapat diartikan pelayanan hukum, namun pengertian dari legal

service lebih luas dari legal aid maupun legal assistance yang mengandung makna

dan tujuan memberikan bantuan kepada masyarakat baik masyarakat miskin

ataupun kaya yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran hukum

dan dalam penyelesaiannya cenderung dilakukan dengan jalan perdamaian.

Bantuan hukum dalam Black’s Law Dictionarry disebut sebagai Legal Aid yang

pengertiannya adalah sebagai berikut:

25 M.Yahya Harahap,Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP,Penyidikan
dan Penuntutan,Cet.VI(Jakarta:Sinar Grafika:2004),hal.344.
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”Free or inexpensive legal services provided to those who can not afford to pay

full pricel”26 (terjemahan bebas: bantuan hukum yang gratis atau murah yang di

berikan kepada mereka yang tidak bisa membayar penuh ).

Menurut Dictionaryof Law disebut sebagai Legal Aid, essence of memiliki definisi

berikut: “The provision of a frame work for advice, assistance or representation

for those who on account of their means might otherwise be unable to obtain such

help27 ,(terjemahan bebas: suatu ketetapan dari sebuah kerangka kerja yang

bertujuan untuk member nasehat, membantu atau mewakili terhadap orang-orang

yang tidak mampu membayar untuk itu).

Adapun pengertian Bantuan Hukum menurut Jaksa Agung Republik Indonesia

sebagai berikut (Jaksa Agung RI 1976:72)

“Yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh
seseorang terdakwa dari seorang penasehat hukum, sewaktu perkaranya diperiksa
dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di
muka pengadilan.”28

Menurut UU No.18 tahun 2003 tentang Advokad pasal 1 angka 9

“ Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma-
Cuma kepada klien yang tidak mampu.29

Adnan Buyung Nasution dalam sebuah makalahnya tahun 1980 mengatakan

bahwa

” Bantuan hukum hakekatnya adalah sebuah program yang tidak hanya
merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada
perubhan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang
lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas.Oleh
karena itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana.Ia merupakan rangkaian
tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur Poleksos yang sarat
dengan penindasan”30

26
Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary,Seventh Edition (West Publishing

Co,st.paul MN.USA,2000)P.725.

27 LB Curzon Barrister,” Dictionary of Law,”4th Edition,(Singapura:Pitman
Publishing,1994),p.223.

28 Soerjono Soekanto,Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis,Cet.ke-
I,9Jakarta:Balai Aksara:1983),hal.21.

29 Indonesia (2), Undang-undang tentang Advokat, UU No.18 tahun 2003 LN nomor 214
tahun 2008, TLN nomor 4288, psl.1 angka 9.

30 T. Mulya Lubis,Bantuan hukum Dan Kemiskinan Struktural,Cet.ke-1,(Jakarta:penerbit
LP3ES,1986),hal.152.
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Konsep bantuan hukum di Indonesia sebagimana yang terjadi sekarang ini

mulai ada sejak berdirinya Lembaga Bantuan Hukum pada tahun 1970 yang

didirikan oleh Adnan Buyung Nasution di bawah naungan Peradin, dalam arti

terbatas bantuan hukum telah ada dari jaman penjajah yang didirikan di

Rechtsboge School Jakarta Tahun 1940 oleh Prof.Zeylemaker.31

Bantuan yang dimaksud dalam Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak

Mampu, adalah bantuan jasa berupa :32

a. Memberikan nasehat atau advis hukum bagi masyarakat yang

membutuhkannya;

b. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum, untuk

menyelesaikan perselisihan tentang hak dan kewajiban (perdata)

seseorang di depan Pengadilan;

c. Bertindak sebagai pendamping dan pembela, terhadap seseorang

yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana di depan

Pengadilan

1.1. Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum

Arti dan tujuan bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah , bukan saja dari

suatu negara ke negara lainnya, melainkan dari suatu zaman ke zaman lainnya .

Menurut penelitian Barry Metzger kebanyakan program bantuan hukum di Negara

berkembang bersumber pada Negara-negara barat karena sistem hukum di Negara

tersebut dibentuk oleh pemerintah Kolonial.

Tujuan bantuan hukum menurut Barry Metzger adalah:

a. untuk membangun suatu satu kesatuan sistem hukum nasional.

b. untuk pelaksanaan yang lebih efektif daripada peraturan-peraturan

kesejahteraan sosial untuk keuntungan si miskin.

c. untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari

pejabat-pejabat pemerintahan atau birokrasi kepada masyarakat.

Bahwasannya sebagai pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab

terhadap masyarakat luas karena sebagai pejabat pemerintah berperan

untuk melayani masyarakat

31 Ibid.,hal.7.
32 “ Penjelasan Prosedur Bantuan Hukum,”http://www.badilum.info/10/6/2008, diakses 6

April tahun 2009.
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d. untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang lebih luas ke dalam

proses pemerintahan

Bantuan hukum diberikan kepada warga negara yang membutuhkan,

dengan adanya bantuan hukum diharapkan dapat memacu peran dari

masyarakat untuk lebih mengenal akan hak dan kewajibannya.

e. untuk memperkuat profesi hukum.

Profesi hukum merupakan profesi yang memegang peranan penting

dalam menjaga keadilan sosial untuk itu agar menjadi lebih kuat profesi

hukum perlu didukung beberapa pihak termasuk peranan masyarakat,

individu agar program-programnya dapat berjalan dengan baik.

Tujuan program bantuan hukum mencakup dua aspek yaitu:33

a. Aspek Kemanusiaan

Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah

untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh

masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika

masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di

Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperolah

pembelaan dan perlindungan hukum.

b.Peningkatan Kesadaran Hukum

Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum

ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih

tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan

tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan

kewajibannya secara hukum

Program bantuan hukum di Indonesia mulai melembaga dan mempunyai

ruang lingkup yang lebih luas sejak berdirinya Lembaga Bantuan Hukum di

Jakarta tanggal 28 Oktober 197034. Adapun tujuan dari Lembaga Bantuan Hukum

tercantum dalam anggaran dasarnya yaitu sebagai berikut:35

33Ibid.
34 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum Di

Indonesia,cet.II,(Jakarta:LP3ES,1982),hal.4-5.
35 T Mulya Lubis,op.cit.,hal 151.
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a. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada rakyat miskin

tanpa diskriminasi.

b. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum pada rakyat

terutama hak-haknya sebagai subyek hukum.

c. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukumuntuk mengisi

kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang.

Tujuan lain dari bantuan Hukum menurut T .Mulya Lubis adalah bahwa bantuan

hukum perlu diperluas tidak saja terbatas pada bantuan hukum individual tetapi

juga struktural, tidak saja di wilayah urbantetapi di wilayah rural.36

1.2. Sejarah Bantuan Hukum

Sejarah bantuan hukum menunjukkan bahwa bantuan hukum pada

mulanya berawal dari sikap kedermawanan (charity) sekelompok elite gereja

terhadap pengiut-pengikutnya.37Hubungan kedermawanan ini juga ada pada para

pemuka adat dengan penduduk sekitarnya.38Sejarah secara perlahan

mengembangkan konsep bantuan (hukum). Dasar berpijak “kedermawanan” itu

mulai dirubah menjadi “hak”. Setiap klien yang terampas hak-haknya boleh

mendapatkan bantuan (hukum). Bantauan hukum dalam arti charity sudah ada di

Indonesia sejak datangnya agama nasrani tahun 1500an, bersamaan dengan

datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda.39 Istilah Advokat dan

pokrol pada masa Belanda juga sudah di kenal Bangsa Indonesia.Pada zaman

Belandan berlaku HIR pasal 250 Heziene Reglemen (HIR) yang dalam

prakteknya lebih mengutamakan bangsa Belanda dari pada bangsa Indonesia,

keberlakuannya juga terbatas pada pembelaan yang di ancam hukuman mati dan

atau seumur hidup. Pada masa ini merupakan awal mula pelembagaan bantuan

hukum dalam hukum positif di Indonesia . Pada masa 1940 pernah didirikan biro

36 T Mulya Lubis,op.cit,hal.10.
37 James Gordley,”Variations on A Modern Theme (part two)” in Mauro

Cappelati,et.al.,Toward Equal Justice Comparative Study of Legal Aid in Modern Societes New

York.Oceana Publication,197),Dikutip Abdul Hakim G Nusantara dan Mulyana W

Kusuma,Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum:Kearah Bantuan Hukum

Struktura,Cet.I,(Bandung:Alumni,1981),hal.5-6

38 Ibid
39 Ibid
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bantuan hukum dalam bentuk konsultan hukum di Rechtsboge School Jakarta oleh

Prof Zeylemaker.

Perkembangan bantuan hukum di Indonesia terdiri dari beberapa fase yaitu:40

a. Sekitar 1950 sampai sebelum G-30-S PKI

Pada tahun lima puluhan sampai sebelum G-30-S PKI, masyarakat mengenal

istilah advokat dan pokrol yang dalam sebutan sehari-harinya telah

berkembang menjadi panggilan “pengacara” atau “pembela”, yakni mereka

yang bergerak di bidang pemberian jasa hukum sebagai profesi dan mata

pencaharian, dalam pengertian yang berkembang pada masyarakat sampai saat

ini bahwa pengacara adalah pemberian jasa bantuan hukum bagi orang yang

memerlukannya dsengan imbalan jasa sebagai prestasi yang sifatnya bisnis

dan komersial. Pada tahun lima puluhan sampai menjelang masa Orde Baru

telah tampil suatu struktur bantuan hukum yang dikembangkan oleh partai-

partai politik dan organisasi buruh misalnya PKI dan SOBSI, pada masa ini

bantuan hukum lebih bermotifkan politik daripada penegakan hukum, hak

asasi manusia dan harkat martabat kemanusiaan rakyat pada satu pihak dan

perlindungan ketertiban masyarakat pada pihak lain. Pada tahun 1953 muncul

kembali Biro Konsultasi Hukum dari perguruan Tionghoa Sim Ming Hui atau

Tjandra Naya, biro ini keberlakuannya terbatas hanya diperuntukkan orang-

orang cina.41

b. Sekitar 1970

Pada tahun tujuh puluhan perkembangan jasa bantuan hukum cenderung

kearah pemberian dengan cuma-cuma kepada rakyat miskin, tetapi

sebelumnya pada masa transisi yaitu tahun 1965-1970 perkembangan bantuan

hukum lebih bersifat bisnis dan komersial, keadaan yang demikian ini

mengakibatkan banyaknya bermunculan kantor-kantor advokat atau pembela

di kota-kota besar .Sehinggag selanjutnya pada tahun 1970 bergerak suatu

konsep yang dikembangkan oleh perkumpulan atau kelompok profesi hukum

dan berbagai fakultas hukum yang mencetuskan ide pemberian bantuan

hukum bukan hanya ditujukan kepada yang kaya tetapi lebih diutamakan dan

diprioritaskan kepada rakyat miskin dan buta huruf.

40 Yahya Harahap, op.cit.,hal.342-343.
41 Lubis,op.cit.,hal.7.
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c. Masa Sekarang

Seiring dengan perkembangan bantuan hukum yang terjadi di Indonesia

berdasarkan pengamatan dari penulis kenyataan yang ada sekarang ini

keberadaan konsep dari bantuan hukum ditujukan bagi rakyat miskin,buta

huruf dan cuma-cuma masih sangat jauh dirasa, dan pemberian bantuan

hukum cenderung diwarnai dari sifat komersial dan bisnis semata .

2. Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena

diberikan kepadanya oleh masyarakat dan bukan karena hukum positif yang

berlaku melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia yang tidak dapat

dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh Negara. Indonesia adalah Negara

hukum, Negara hukum merupakan suatu dimensi dari Negara demokratis

konstitusional yang bersifat mengatur dan harus dihormati dan ditaati oleh rakyat

maupun penguasa negara tersebut. Hukum haruslah dibentuk secara demokratis

dan memuat substansi Hak Asasi Manusia dan mengacu pada Hak Asasi Manusia

karena hukum melindungi hak-hak rakyat, hukum tidak akan berjalan efektif

dengan sendirinya tanpa adanya dukungan dari masyarakat untuk

memperjuangkan hukum tersebut. Oleh karena itu dalam meletakkan hukum

seharusnya dibuat secara demokratis dan menjamin terwujudnya Hak Asasi

Manusia.42 Sebagai hukum dasar setiap peraturan yang dibuat atau tindakan

Negara tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan di dalam konstitusi.

Sebagai hukum tertinggi maka jaminan hak asasi dalam UUD 1945 berarti

memberi landasan hukum tertinggi di Negara Indonesia bagi pengakuan,

perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi setiap orang. Pentingnya hak asasi

manusia dijamin dalam konstitusi untuk melindungi manusia dari kekuasaan

pemerintak dan Negara sehingga tidak menjadi “Negara kekuasaan” , dengn

adanya pengaturan mengenai jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi rakyat

dapat mengukur terjadinya praktek penyelewengan penyelenggaraan kekuasaan

dan keberanian untuk melakukan perlawanan jika terjadi pelanggaran hak-hak

konstitusionalnya.

42 Bambang Sunggono ,op.cit.,hal.70-135.
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Dengan melihat data yang ada mengenai kejadian-kejadian yang dialami

TKW/Nakerwan Indonesia di Malaysia sering mengalami tindak kejahatan yang

berdasarkan ketentuan tersebut diatas merupakan pelanggaran HAM. Namun pada

kenyataannya kejadian tersebut terbatas pada tindak pidana biasa bukan

merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM. Indonesia sebagai Negara hukum

yang hukum dasarnya berpijak pada HAM TKW/Nakerwan sebagai warga Negara

Indonesia mempunyai hak yang sama dengan warga Negara lainnya yaitu

mendapatkan perlindungan hukum, kepastian hukum tanpa adanya diskriminasi.

Sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah untuk memberikan perlindungan

hukum demi mewujudkan cita-cita konstitusi pemerintah wajib memberikan

bantuan hukum kepada TKW/Nakerwan yang melakukan tindak pidana.

Nakerwan sebagai pahlawan devisa sudah selayaknya mendapat perlindungan

hukum dan bantuan hukum yang layak dalam upaya penegakan HAM. Jaminan

untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga Negara diatur dalam UUD 1945

pasal 27 ayat 1 berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan

itu dengan tidak ada kecualinya” dan dalam pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 1 UUd

1945 mengatur tentang hak setiap orang untuk mendapatkan jaminan,

perlindungan hukum dan kepastian hukum serta hak untuk hidup, hak untuk tidak

disiksa, hak kemerdekan pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak tidak

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk

tidak dituntut atas dasar hukum yang belaku surut, dan hak asasi manusia yang

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun43. Bantuan hukum diatur dalam

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur

mengenai hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum dan dalam pasal 6

DUHAM disebutkan bahwa seseorang berhak untuk diakui secara pribadi didepan

hukum dimanapun ia berada dan dalam pasal 7 DUHAM ditegaskan bahwa semua

orang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan.

Pelanggaran HAM yang kerap dialami oleh para TKW/Nakerwan disebabkan

antara lain:

43Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia,Cet.I,(Jakarta: YLBHI,PSHK,2006),hal .47
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a.Karakter TKW/Nakerwan yang sebagian besar berpendidikan rendah,

kurangnya pengalaman dan keterampilan serta minimnya informasi yang

didapat.

b.Banyaknya Perusahaan Pengerahan Tenaga Kerja ke Luar negeri yang

kurang professional sehingga tidak melakukan mekanisme

pemberangkatan maupun perlindungan bagi TKW/Nakerwan selama kerja

sesuai dengan standar kelayakan.

c.Tidak adanya standar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan

dengan mekanisme dan biaya yang harus dikenakan kepada para

TKW/Nakerwan.44

3.Bantun Hukum Untuk Pelaku Tindak Pidana

Dalam hal ini bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan

tersangka atau terdakwa adalah TKW/Nakerwan perlu diberikan karena ini

merupakan kebutuhan akan perlindungan hukum serta upaya untuk mewujudkan

pemenuhan hak-haknya karena Negara telah memberikan jaminan untuk

mendapatkan bantuan hukum dalam konstitusi, Undang-Undang, serta peraturan

pelaksanaannya. Jaminan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum45

Negara sebagai penyelenggara pemerintahan berarti melayani warga

negara untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan hidup, namun apabila warga

negara mengalami perlakuan yang tidak adil dan sewenang-wenang tidak

terkecuali terhadap terdakwa atau tersangka. Hak-hak tersangka atau terdakwa

dalam proses pemeriksaan persidangan,dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap

yaitu:46

a. Hak pada persidangan yang dimulai dari pembacaan surat dakwaan

sampai dengan putusan sela;

b. Hak pada acara pemeriksaan

c. Hak pada akhir persidangan yang dimulai dari tuntutan hingga

pembacaan vonis.

44 Program Kerja Riset,Informasi dan Dokumentasi Kalyanamitra,op.cit.
45 Panduan Bantuan,op.cit,hal.236-237.
46 ______,op.cit.,hal.248.
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Pengertian tersangka atau terdakwa yang dirumuskan dalam pasal 1 butir 14 dan

15 KUHAP yang menjelaskan:

a. tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana,

b. terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di

sidang pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas baik tersangka ataupun terdakwa

adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan

keadaan yang nyata atau fakta, akan tetapi seorang tersangka atau terdakwa

dianggap apriori sebagai orang jahat dan dapat diperlakukan sebagai objek

pemerasan, penganiayaan dan pembalasan dendam dan dengan kedudukannya

tersebut tersangka atau terdakwa harus dicopoti dan ditanggali hak asasi dan

harkat martabat kemanusiannya.47

Dalam proses peradilan pidana paradikma yang akan di kembangkan adalah

bahwa warga negara yang menjadi tersangka atau terdakwa harus dipandang

sebagai subyek tidak sebagai obyek yakni mempunyai hak yang sama dengan

warga negara yang lain yaitu dalam hal perlindungan hukum dan perlindungan

Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam KUHAP sebagai pedoman pengatur Acara

Pidana Nasional mengatur hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan

bantuan hukum dari penasehat hukum yang dipilihnya sendiri guna kepentingan

pembelaan hal ini diatur dalam pasal 54, terhadap tersangka atau terdakwa yang

diancam 15 tahun atau lebih atau mereka yang tidak mampu dan diancam

hukuman 5 tahun maka hakim wajib menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa

hal ini diatur dalam pasal 56,pelaksanaan KUHAP wajib didasarkan pada falsafah

atau pandangan hidup bangsa dan Negara, adapun asas yang mengatur tentang

harkat dan martabat manusia di letakkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang harus ditegakkan dengan KUHAP.

Adapun asas-asas yang berlaku dalam sistem peradilan pidana antara lain:48

a. Praduga tidak bersalah (presumption of innocence),

47 M.Yahya Harahap,op.cit.,hal.330-331.
48Panduan Bantuan,op.cit.,hal.237.
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Terhadap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan

dihadapkan di depan sidang pengadilan sampai adanya putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);

b. Persamaan di muka hukum (equality before the law),

Adanya perlakuan sama terhadap diri setiap orang dimuka hukum/hakim

dengan perlakukan yang berbeda;

c. Asas Legalitas,

Kepada seorang yang di tangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan

yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan dan kelalaiannya

baik mengenai orangnya atau penerapan hukumnya yang menyebabkan asas

hukum ini dilanggar maka akan dituntut, dipidana dan atau dikenakan

hukuman administrative;

d. Asas Oportunitas,

Asas yang memberi wewenang kepada penuntut umum untuk tidak melakukan

dakwaan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana, dengan

jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya, dengan

tujuan untuk kepentingan Negara dan atau umum.

Konsep utama dari bantuan hukum adalah memberikan perlindungan hukum

secara cuma-cuma kepada orang-orang miskin yang tidak mampu secara

keuangannya dan orang-orang yang buta huruf, terhadap hal ini TKW/Nakerwan

itu termasuk dalam golongan orang-orang tersebut sehingga berdasarkan

ketentuan yang ada dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang

terkait terdapat alasan-alasan yang memuat tentang bantuan hukum selain dari itu

pemberian bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma tidak semata-mata

karena belas kasihan akan tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi

manusia dalam mengentaskan ketidakadilan demi menegakkan keadilan .Semua

orang berhak untuk perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya

diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,

pandangan politik berbeda, nasional atau asal- muasal kebangsaan, kekayaan,

kelahiran atau status yang lain-lainnya. Bantuan hukum dapat dimintakan kapan

saja tidak hanya ketika menghadapi masalah dengan polisi, jaksa, hakim atau

pengadilan atau dengan sesama warga negara yang lain, bantuan hukum dapat
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dimintakan untuk perkara pidana, perdata, administrasi negara, perburuhan dan

sebagainya dan tidak ada larangan untuk mendapatkan bantuan hukum mengenai

apa saja, kapan saja, dan dimana saja.49

4. Ketentuan Hukum Mengenai Bantuan Hukum

Pengaturan mengenai bantuan hukum di atur dalam beberapa perundang-

undangan yaitu:

4.1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pasal 54 membahas mengenai kepentingan pembelaan dalam proses

peradilan pidana, seorang warga Negara yang menjadi tersangka berhak

mendapatkan bantuan hukum, dalam setiap waktu dan pada setiap pemeriksaan.

Bahwasannya setiap warga negara yang tersangkut masalah peradilan pidana

berhak mendapatkan bantuan hukum dalam setiap pemeriksaan sampai ke

persidangan.

Pasal 55 membahas mengenai hak tersangka untuk memilih sendiri

penasehat hukumnya.

Tersangka dapat memilih secara pribadi penasehat hukum yang mendampinginya

bagi yang mampu membayar secara pribadi tetapi bagi yang diberikan secara

cuma-cuma tidak dapat melakukan pilihan arena penasehat hukumnya ditunjuk

oleh pemerintah.

Pasal 56 membahas mengenai tersangka atau terdakwa yang diancam

dengan hukuman 15 tahun ke atas atau bagi mereka yang tidak mampu diancam

hukuman 5 tahun atau lebih diberikan secara cuma-cuma.

Bantuan hukum cuma-cuma diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang buta

hukum dan rakyat miskin yang tidak mampu membayar secara pribadi

Pasal 57 membahas mengenai tersangka atau terdakwa dalam proses

peradilan pidana dikenakan penahanan, maka ia berhak untuk menghubungi

penasehat hukumnya.50

49Panduan Bantuan,op.cit.,,hal.46-48.
50 Indonesia (5), Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana,UU No 8 tahun 1981,LN No.76 tahun 1981, psl. 54-57.
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Penahanan merupakan pembatasan seseorang untuk bergerak secara bebas dan

merdeka untuk itu tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk menghubungi

dan berhubungan dengan penasehat hukumnya untuk mengurus urusannya.

4.2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 37 membahas mengenai bahwa setiap orang yang tersangkut dalam

perkara berhak mendapatkan bantuan hukum.

Merupakan suatu asas yang penting bahwa seorang yang terkena perkara

mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum mengingat asas bahwa

seorang tertuduh wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan

yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang

tetap.51

Pasal 38 membahas mengenai hak tersangka untuk menghubungi bantuan

advokat pada saat penangkapan dan/atau penahanan.

Pemberian bantuan hukum kepada tersangka diberikan kepada seseorang pada

saat penangkapan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan oleh sebab itu

tersangka dapat menghuungi penasehat hukumnya sewaktu-waktu sesuai

kebutuhannya.

Pasal 39 membahas mengenai dalam memberikan bantuan advokat wajib

menjunjung tinggi hukum dan keadilan.52

Dalam memberikan bantuan hukum seorang pengacara harus tetap berpedoman

pada hukum positif, keadilan social dan kode etik profesi serta Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.

4.3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

Pasal 22 membahas mengenai kewajiban advokat memberikan bantuan

hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.53

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara gratis kepada warganegara

yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini merupakan

bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu

51 Sarjono Soekamto,op.cit.,hal.87.
52 Indonesia (6), Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.4 tahun

2004,LN No.8 tahun 2004, TLN No. 4358.
53 Indonesia (2), psl.22.
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unsur sistem pengadilan dalam salah satu pilar dalam menegakkan supremasi

hukum dan hak asasi manusia.54

4.4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(HAM)

Pasal 17 membahas bahwa semua orang tanpa diskriminasi berhak atas

keadilan dengan proses peradilan yang bebas.55

Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa

memperhatikan perbedaan warna kulit, suku, agama,ras , jenis kelamin, bahasa,

pandangan politik yang berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan,

kelahiran atau status yang lain-lainnya.56

Pasal 18 mengatur bahwa setiap orang yang ditahan, dituntut dan disangka

melakukan tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum

Bantuan hukum merupakan hak setiap orang dalam menghadapi persoalan hukum

mulai dari penahanan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan.57

Pasal 19 membahas mengenai hak seseorang tidak dapat dipidana karena

ketidakmampuannya membayar hutang dan tidak boleh dirampas seluruh harta

miliknya.58

Ketidakmampuan seseorang untuk membayar hutang tidak dapat dijadikan alasan

seseorang di pidana karena tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar

hutang serta perampasan seluruh kekayaannya.

Pasal 34 mengatur bahwa tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap

orang lain.59

Setiap orang mempunyai hak yang sama di depan hukum oleh sebab itu tindakan

sewenang-wenang terhadap orang lain merupakan tindakan yang melanggar hak

asasi manusia.

4.5. Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

54 Panduan Bantuan_,op.cit.,hal.53.
55 Indonesia (7), Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU No.39 tahun 19999,

LN No. 165 tahun 1999,TLN No 3886,psl 17.
56 Panduan Bantuan,op.cit.,,hal.47.
57 Indonesia (7),op.cit.psl.18.
58 Indonesia (7),op.cit.psl.19.
59 Indonesia (7), op.cit.psl.34.
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Pasal 80 membahas mengenai pemberian bantuan hukum dan pembelaan

atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja yang dilakukan oleh

TKI.60

Perlindungan yang diberikan kepada TKI sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan kebiasaan internasional yang berlaku yang di mulai dari pra

penempatan, masa penempatan sampai denga purna penempatan, perlindungan

hukum yang diberikan , pemberian perlindungan dilakukan oleh Perwakilan

Republik Indonesia dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap

perwakilan pelaksana penempatan TKI di luar negeri.. Perjanjian kerja merupakan

dasar –dasar unruk pemenuhan hak-hak TKI.

4.6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor PER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan penempatan Dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Pasal 45 ayat 3 membahas mengenai perlindungan hukum yang dierikan

kepada TKI meliput:

a. Penyelesaian perselisihan antara TKI dengan pengguna jasa TKI

atau pihak lain;

b. Pemberian bantuan hukum;

c. Advokasi atau pendampingan;

d. Bantuan konsuler;

e. Upaya diplomatik dan;

f. Asuransi

Perselisihan antara TKI dengan pengguna Jasa merupakan permasalahan yang

kerap terjadi, untuk itu dibutuhkan bantuan hukum dalam menyelesaikan

permasalahn tersebut misalnya dalam bentuk pendampingan, bantuan konsuler,

diplomatik maupun asuransi. Bentuk perlindungan sebagaimana tersebut diatas

dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Negara penempatan .

Pasal 47 membahas mengenai bentuk pemberian bantuan hukum yaitu

menyediakan pengacara atau penerjemah dan memfasilitasi komunikasi dengan

keluarga TKI atau pengguna TKI di negara tujuan.

60 Indonesia (1),op.cit.,psl 80.
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Penyediaan pengacara disediakan untuk TKI yang terlibat permasalahan hukum

dan juga penerjemah karena perbedaan bahasa merupakan salah satu kendala

dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga perlu di sediakan

penerjemah .

Pasal 48 membahas mengenai bantuan advokasi dilakukan oleh

perwakilan RI dan dapat meminta bantuan pihak ke tiga.

Bantuan Advokasi dapat dimintakan kepada pihak ketiga apabila dari perwakiln

Negara Republik Indonesia tidak menyediakan pengacara hal ini di karenakan

jarak yang sangat jauh dengan pertimbangan dana yang dikeluarkan terlalu besar

sehingga perwakilan pemerintah Republik Indonesia memilih untuk menggunakan

bantuan pihak ketiga.

Pasal 49 mengatur mengenai dalam melakukan hubungan diplomatik dan

bantuan konseler sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.61

Hubungan diplomatik dan bantuan konsuler dalam menyelesaikan permasalahan

TKI dilakukan oleh konseler sesuai dengan hukum positif.

4.7. Keputusan Menteri Tenaga kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia

nomor :KEP-104 A/MEN/2002 Tentang penempatan Tenaga kerja Indonesia

Ke Luar Negeri.

Pasal 3 ayat (1) membahas mengenai hak TKI yang harus di jamin yaitu

untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di negara tujuan.penempatan 62

Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia harus memberikan jaminan bahwa

Negara tempat penempatan TKI bekerja tidak dalam keadaan bahaya atau Negara

tidak dalam keadaan konflik.dan jenis dan tempat pekerjaannya tidak melanggar

kesusilaan.

Pasal 58 ayat (1) membahas mengenai kewajiban PJTKI untuk

memberikan perlindungan dan Pembelaan terhadap hak dan kewajiban TKI. 63

61 Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (2), Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar
Negeri, Permen No PER.22/MEN/XII/2008.

62 Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (1),op.cit.,psl.3.

63Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (1),op.cit.,psl.58 ayat 1.
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Dalam memberikan perlindungan hukum PJTKI baik secara sendiri atau bersama-

sama wajib menunjuk atau bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan TKI yang

terdiri dari Konsultan Hukum atau Lembaga Asuransi di Negara penempatan dan

wajib melaporkan kerjasama tersebut kepada perwakilan R.I.

4.8. Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler (UU No. 1

Tahun 1982 Tanggal 25 Januari 1982)64

Pasal 5 tentang Fungsi-fungsi konsuler, ayat (a) : melindungi kepentingan-

kepentingan negara pengirim dan kepentingan-kepentingan warganegaranya yang

berada di negara penerima, baik perseorangan maupun badan-badan hukum,

dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Internasional; dan ayat (e) :

menolong dan membantu warga negara negara pengirim baik perseorangan

maupun badan-badan usaha.

Pasal 36 tentang Komunikasi dan Mengadakan Hubungan dengan

Warganegara dari Negara Pengirim, ayat (1b) yaitu apabila pejabat konsuler

menghendaki, maka instansi-instansi yang berwenang negara penerima harus

memberitahukan kepada perwakilan Konsuler dari negara Pengirim secepatnya

apabila, diwilayah konsulernya, ada seorang warganegara pengirim ditangkap atau

dimasukkan penjara atau ditaruh dibawah pengawasan menunggu sampai diadili

atau dengan suatu cara lain ditahan.

UU no. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Bab. V tentang

Perlindungan kepada Warganegara Indonesia, khususnya Pasal 19 ayat (b) yaitu :

“Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman,

perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia

di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum

dan kebiasaan internasional

64“Perlindungan Terhadap TKI Di Luar Negeri” Masnunu
<http://203.130.242,120:2121/pls/PORTAL30/indoreg.irp_analysis.show_analysis>, diakses 30
Maret 2009.
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4.9. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG)65

Pasal 237 HIR/273 RBG membahas mengenai : Barang siapa yang

hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak

mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan

cuma-cuma.

Pasal 250 HIR membahas mengenai hak terdakwa untuk memperoleh

bantuan hukum pada proses pemeriksaan pesidangan pengadilan, sedangkan

terhadap tersangka bantuan hukum diberikan pada proses tingkat pemeriksaan

penyidikan.66

5.0. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Pasal 2 membahas tentang kewajiban advokat untuk memberikan bantuan

hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan.67

Bagi masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat berhak mendapatkan

bantuan hukum secara cuma-cuma.

Pasal 3 membahas tentang bantuan hukum secara cuma-cuma yang

diberikan pada setiap tingkat proses peradilan maupun di luar pengadilan.68

Bantuan hukum yang diberikat di luar pengadilan dapat diberikan pada proses

penyidikan, pemidanaan dan juga pendampingan dan konsultasi hukum.

65 Ibid.
66Yahya Harahap (1), op.cit.,hal.345.
67 Departemen Hukum Dan Ham, Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan Tata

Cara Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma,PP Nomor 82 tahun 2008,LN No.214 tahun 2008,psl.2.
68Ibid,psl.3.
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BAB 3

BANTUAN HUKUM TERHADAP TKW/NAKERWAN YANG

MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERKAIT DALAM PERMEN NO.22

TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

1. Pengertian TKW/Nakerwan, Pembantu Rumah Tangga

Pengertian TKI menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pasal 1

angka 1 menyatakan :

“Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri
dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.”69

Demikian pula dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Nomor : Kep-104A/Men/2002 tentang penempatan tenaga Kerja Indonesi

Keluar Negeri juga mengatur tentang pengertian TKI sebagaimana disebutkan

dalam pasal 1 angka 4 yaitu:

“Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah warga Negara
Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam
jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan
TKI.”70

Berdasarkan kedua pengertian tersebut diatas maka dapat dikatakan

bahwa pengertian dari TKI sudah mencakup pengertian dari Tenaga Kerja

Wanita yang selanjutnya di sebut TKW. Sejak tanggal 21 Januari 1997 dimulai

kampanye penggunaan istilah "Nakerwan" bagi para pekerja wanita yang

bekerja diluar negeri, perubahan istilah dari "TKW" ke "Nakerwan" belum

diketahui secara jelas apa yang menjadi alasan pokok dilakukannya perubahan

istilah itu. Dengan adanya perubahan nama tersebut diharapkan terjadi

perubahan yang positif dan bermanfaat terhadap proses perekrutan, pengiriman

69 Indonesia (1),op.cit.,ps.1 angka1.
70 Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (1),op.cit ,ps.1angka 4.
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atau pemberangkatan dan monitoring.71 Kalau melihat definisi buruh dalam UU

No. 22/ 1957 (Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan),-- Buruh adalah

mereka yang bekerja pada majikan dengan menerima upah (pasal 1(a))--,

maupun definisi pekerjaan dalam UU No. 12/ 1948 tentang Undang-Undang

Kerja tahun 1948,-- pekerjaan adalah pekerjaan yang dijalankan oleh buruh

untuk majikan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah (pasal 1(a))-

-, maka PRT seharusnya masuk dalam konteks hukum perburuhan. Begitupun

dalam aturan-aturan ketenagakerjaan lainnya, seperti dalam UU No. 13 tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun persoalannya, karena semua UU diatas

tidak secara eksplisit menyebutkan istilah PRT sebagai pekerja, sehingga dalam

implementasinya, tetap saja PRT dianggap bukan sebagai pekerja yang masuk

dalam wilayah perlindungan hukum perburuhan.72

Ciri-ciri Pekerja Rumah Tangga di Malaysia adalah sebagai berikut:73

a. Bekerja sendiri dan jarang sekali ada keluarga atau majikan yang

memperkerjakan lebih dari satu orang di rumah.

Pekerjaan pembantu rumah tangga tidak mempunyai batasan yang jelas

mengenai ruang lingkup pekerjaan, waktu dan jenis pekerjaan karena

pembantu rumah tangga dalam melaksanakan pekerjaannya dilakukan

sendiri dan mencakup semua jenis pekerjaan yang ada di dalam rumah

majikannya sehingga jam kerjanya sangat panjang.

b. Makan dan kamar tidur telah disediakan majikan .

Majikan bertanggung jawab terhadap fasilitas bagi pembantu rumah

tangga termasuk makan dan tidur, ruang lingkup pekerjaan pembantu

rumah tangga masuk dalam area pribadi sehingga pengontrolan terhadap

standar kelayakan dan kesehatan yang disediakan oleh majikan sulit untuk

71 “IN:PMB-Tajuk: Dari’TKW” Ke
“Nakerwan”,<http://www.apakabar@clark.net>,Senin,26 Januari 1997, diakses 7 Maret 2009.

72 http://www.lbh-apik.or.id/publikasi,”Kertas Posisi Usulan Revisi Perda DKI Jakarta
No.6 Tahun 1993 Tentang Pramuwisma,” diakses 30 Maret 2009

73 Rusman Widodo,et al.Pnduan Buruh Migran Di Malaysia (Jakarta: KOMNAS
HAM,2005),hal.26.
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dilaksanakan.dengan keadaan yang demikian majikan diharapkan

menyediakan makan dan tempat tidur yang memenuhi standar kelayakan

dan kesehatan.

c. Bekerja di dalam rumah.

Banyak para pekerja rumah tangga yang tidak diperbolehkan keluar rumah

sehingga mereka terkurung didalam rumah., bahkan tidak jarang para

majikan melarang melakukan komunikasi dengan orang lain dan keluarga

TKW sendiri.

d. Jam kerja yang panjang (semestinya 8 jam per hari).

Para pekerja rumah tangga kebanyakan bekerja dari subuh hingga larut

malam dan jarang diberikannya hari libur bahkan ada yang tidak diberikan

hari libur mereka bekerja sebulan penuh dengan jam kerja yang panjang

dan pekerjaan rumah yang tidak ada batasnya.

e. Pekerjaan yang dilakukan tidak hanya satu jenis pekerjaan saja dan

pekerjaan mereka mudah untuk dikontrol, seperti antara lain:

membersihkan rumah, mencuci dan memasak, mengasuh anak, mencuci

kendaraan , merawat kebun dan lain sebagainya.

f. Adakalanya di pekerjakan di rumah keluarga majikan yang lain.

Dengan dalih membantu sekedarnya karena tidak ada pembantu rumah

tangga para majikan seringkali mengkaryakan untuk dipekerjakan dirumah

keluarga majikan tanpa adanya upah tambahan

g. Tidak diizinkan bergaul atau berkenalan dengan orang lain.

Pekerjaan sebagi pembantu rumah tangga lebih banyak menghabiskan

waktu di dalam rumah tanpa ada kesempatan keluar rumah termasuk

berkenalan dan bergaul dengan orang lain karena hal ini dikhawatirkan

dapat membahayakan majikan.
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h. Dilarang berkomunikasi dengan pihak keluarga.

Komunikasi dengan orang lain secara langsung maupun lewat telp dan

bertemu dengan keluarga tidak diijinkan oleh majikan, karena

dikhawatirkan TKW tersebut akan menceritakan kondisi yang sebenarnya

terjadi dan dianggap akan berakibat buruk terhadap majikan.

i. Tidak ada atau kurangnya jaminan keselamatan kerja dari majikan.

Pada umumnya semua pekerja pada sektor informal ini tidak diberikan

jaminan akan keselamatan kerja dan program asuransi. Untuk melindungi

TKW jaminan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk

memberikan perlindungan sudah semestinya diadakan namun terhadap

perbantu rumah tangga hal tersebut tidak diberlakukann karena dengan

adanya asuransi mengaanggap akan menimbulkan kerugian dari pihak

pengguna jasa atau majikan sehingga jaminan keselamatan kerja dan

asuransi diabaikan.

Profesi pembantu rumah tangga adalah profesi yang rentan terjadi

pelanggran HAM, untuk itu pemerintah melalui Departemen Hukum Dan HAM

membentuk RUU PRT dalam upaya melindungi hak-hak PRT yang dalam

sistem hukum Indonesia PRT tidak termasuk dalam pengertian buruh

sebagaimana pengaturan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan. “Secara umum ini untuk melindungi HAM PRT” kata Kepala

Pusat Litbang Hak-Hak Ecosob Balitbang HAM Departemen Hukum Dan Ham

Syaiful Rachman.draff dalam RUU PRT dimaksudkan agar hak-hak PRT sama

dengan tenaga kerja pada umumnya termasuk perlindungan dan aspek

kesejahteraan, antara lain pengupahan, cuti haid, cuti tahunan, THR, waktu

istirahat,waktu kerja dan syarat–syarat menjadi PRT, dengan adanya ini

diharapkan mampu menjadikan profesi PRT lebih terhormat, lebih baik dan

tidak menjadi boomerang bagi PRT itu sendiri. Keberadaan ini disambut positif
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oleh berbagai pihak termasuk LSM yang fokus terhadap nasib PRT74.Dua faktor

utama yang melatar belakangi kehadiran PRT yaitu karena kemiskinan dan

faktor kebutuhan tenaga kerja domestik yang selama ini dibebankan kepada

perempuan. Sebenarnya tidak semua pengguna jasa memperlakukan PRT yang

bekerja padanya dengan buruk. Beberapa negara juga telah mengatur

perlindungan hukum yang memadai terhadap PRT seperti Malaysia, Singapura

dan Thailand yang sudah memiliki jam kerja terbatas dan batasan pekerjaan

yang jelas walaupun masih berlaku bagi warga negara mereka sendiri bukan

untuk TKW asing (seperti Indonesia).75Satu-satunya peraturan yang

mengeksplisitkan PRT sebagai pekerja adalah Perda DKI Jakarta No. 6/ 93 yang

menyatakan Pramuwisma adalah Tenaga Kerja PRT yang melakukan pekerjaan

rumah tangga dengan menerima upah, dan lebih jelas lagi dilihat dari lembaga

yang menangani masalah PRT yaitu Dinas Tenaga Kerja dibantu oleh Tim

Penyelesaian Perselisihan Pramuwisma. Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat

ditegaskan bahwa hubungan kerja antara PRT dengan majikannya (pengguna

jasa) adalah hubungan kerja yang formal dan kontraktual. Namun, Perda ini

hanya terbatas berlaku di Jakarta dan itupun belum implementatif, karena

sosialisasi yang kurang76. Untuk dapat diketahui lebih jelas sebelum

menentukan bekerja sebagai TKI para calon TKI diharuskan mencari informasi

yang jelas, akurat dan terarah, termasuk mengenai pihak-pihak yang terkait, tata

cara dan syarat untuk menjadi TKI, serta alur penempatan TKI. Peranan calo dan

PJTKI illegal dalam hal ini sangat besar dan membahayakan bagi calon TKI

karena calo dan PJTKI illegal hanya memikirkan bisnis semata-mata yang

tertuju pada keuntungan tanpa memikirkan perlindungan. Pembantu rumah

tangga menempati posisi yang rentan untuk di jadikan obyek penipuan,

penganiayaan dan pelecehan seksual, karena adanya ketergantungan uang

dengan majikan, oleh sebab pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber

daya manusia dan daya saing di luar negeri perlu dilakukan upaya peningkatan

kualitasnya misalnya dengan meningkatkan kualifikasi calon TKI seperti

74 Aprizal Rahmatullah, <http://www,detiknews.com/kanal/10/berita/PemerintahSiapkan
RUU Untuk lindungi PRT/11/12/2008>, diakses 19 April 2009.

75Lbh-apik,op.cit.
76Lbh-apik,op.cit..
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minimal pendidikan karena banyak sekali para calon TKI yang buta huruf dan di

bawah umur selain itu juga syarat yang cukup ketat bagi PJTKI untuk

mengurangi adanya PJTKI illegal dapat merugikan pemrintah Republik

Indonesia terutama dalam hal keberadaan (terdaftar) TKI di luar negeri. Bagan

berikut ini menggambarkan prosedur penempatan buruh migrant berdasarkan

aturan yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

Alur Penempatan TKI77

77 Yohanes B Wibawa,”Buku Panduan Untuk Buruh Migran Indonesia, bekerja Di
Malaysia,”(Jakarta:Migran CARE PRESS),hal 25.
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2. Macam-Macam Tindak Pidana Yang Terjadi Di Malaysia

Bekerja di luar negeri dengan harapan untuk perbaikan ekonomi adalah

cita-cita bagi para TKW/Nakerwan akan tetapi kenyataan berkata lain bahwa

semua itu tidak semudah dan seindah yang dibayangkan para TKW/Nakerwan .
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Keberadaan TKW/Nakerwan sebagai pahlawan devisa diwarnai dengan

banyaknya kejadian-kejadian yang dialami oleh para TKW/Nakerwan baik yang

dilakukan oleh para majikan, agen penyalur kerja, PJTKI bahkan pihak KBRI

sendiri, adapun kasus yang kerap dialami oleh para TKW/Nakerwan seperti

halnya kasus - kasus di bawah ini yaitu

a. Tenaga kerja wanita asal Indonesia kembali dianiaya oleh

majikannya di Malaysia Tam Kim Leng yaitu. Heni Indriyani Binti

Bejo, 17 tahun, asal Lampung menderita luka memar pada bagian

wajah, payudara, dan kemaluannya. Pemukulan terhadap heni di

lakukan setiap heni melakukan kesalahan . Alat untuk

memukulnyapun, bermacam-macam. Mulai dari rotan, kayu,

sampai kursi. Tam Kim Leng adalah orang tua tunggal, yang kerap

mengalami stres. Heni bekerja di Malaysia sejak dua bulan yang

lalu. Dia berangkat dikirim oleh perusahaan jasa tenaga kerja

Indonesia PT Mardel Mitra Global yang beralamat di Jakarta.

b. Kasus lain yang kita jumpai Yanti (37) sebut saja demikian yang

berasal dari sebuah desa pelosok Pulau Lombok, misalnya. Kini

wanita berparas manis tersebut sedang hamil delapan bulan. , TKW

yang selama 1,5 tahun gajinya tidak dibayar majikannya, yanti juga

tidak bersedia menyebutkan siapa yang menghamilinya. Wajahnya

tidak tergambar keceriaan dengan perutnya yang makin membesar

tersebut. Mungkin karena di Lombok, ia sudah memiliki suami dan

anak-anak. Karena itu, ia berencana akan pulang kampung jika

sudah menerima haknya yang kini ditangani Tim Satgas

Penanganan TKI KBRI Kuala Lumpur bekerja sama dengan pihak

berwenang Malaysia menagih gajinya kepada mantan majikan di

Johor sebesar 500 ringgit/bulan atau total 9.000 ringgit (Rp.22,5

Juta).

c. Sama halnya dengan Yati, Wati (nama tidak disamarkan), TKW

dari Jawa Barat ini sudah melahirkan bayi laki-laki berusia tiga

bulan di KBRI Kuala Lumpur. Wati juga diam seribu bahasa
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ketika ditanya siapa bapak dari anaknya tersebut.. Malah di

wajahnya terkesan tidak ingin aibnya dibuka.78

d. Heny Seo (24), seorang tenaga kerja asal Kabupaten Kupang,Nusa

Tenggara Timur menikam majikan sampai mendapat perawatan

dengan 100 jahitan di Rumah Sakit Penang ,Malaysia.Tindakan

nekatnya sampai menikam majikan karena diduga sudah sangat

emosional,jengkel dan marah terhadap majikan karena diduga

majikan bertindak kasar terhadap dirinya secara berlebihan.Heny

Seo sendiri saat ini sedang di penjara Penang, Malaysia.79

e. Wanita muda TKW Indonesia di Malaysia berusia 20-an tahun

yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga itu diperkosa

beramai-ramai saat sedang berjalan seorang diri di jalanan.

Kejadian itu terjadi di Bukit Dumbar, George Town, Malaysia.

Wanita yang dirahasiakan identitasnya itu dibawa masuk ke sebuah

mobil dan dilarikan menuju ke suatu tempat. Selama dalam

perjalanan, dia tak sadarkan diri sebab para penyerang telah

membiusnya.

“Ketika dia terbangun beberapa jam kemudian, dia mendapati lima

pria bertopeng berdiri dekat tubuhnya yang telanjang.80

f. Tragedi kemanusiaan kembali terjadi di Malaysia. PRT migran

Indonesia, Kamirah (25) asal Cilacap, Jawa Tengah, disiksa secara

keji dengan cara dipaksa minum air mendidih dan dibakar dengan

menggunakan lilin. Akibat penyiksaan tersebut, Kamirah tidak bisa

bicara karena mulutnya mengalami luka bakar. Seluruh mukanya

juga memar akibat pukulan majikannya. Ironinya, tragedi tersebut

terbongkar bertepatan dengan hari kemerdekaan Malaysia, 31

Agustus lalu.81

78“TKI di Malaysia,Dari Pendatang Hingga Anak Haram,Syafrijal datuk Sinaro.
<http://www.sinarharapan.co.id/index.htm>, diakses 28 April 2009

79 ,”TKW NTT Tikam Majikan di Malaysia”,selasa,10 Maret 2009.
<http://regional.kompas.com/indek.php>, 25 April 2009.

80 ,”Duh!TKW Indonesia Di Perkosa Beramai-Ramai Di Malaysia”,13 september 2008.
<http://harlansib.com,>23 Maret 2009.

81 ,”Migrant Care Mengutuk Keras Penyiksaan Kamirah Di Malaysia”,Migrant Care.
<http://satudunia.oneworlg.net, diakses 11> Maret 2009.
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g. Adi TKI membunuh ibu majikannya pada 2002. Adi rupanya kesal

karena gajinya tak pernah dibayarkan. "Karena emosi, Adi berniat

membakar rumah, tapi dihalangi ibu majikan. Telanjur jengkel, ibu

majikan itu ditikamnya dengan pisau," kata Wahyu.

Adi kini berada di Blok Abadi (1), penjara Sungai Buloh, Selangor

Darul Ehsan, Malaysia (Koran Tempo, 25/1). Menurut Sirojul

Munir, Kepala Dinas Tenaga Kerja Nusa Tenggara Barat, Adi yang

mulai bekerja di Malaysia pada 1996 itu diduga tak berdokumen

hingga sempat menyulitkan informasi atas kasus yang menimpanya

itu.

Kemudian Adi mengurus surat-surat resmi melalui kantor Imigrasi

Batam. Lewat daerah itu pula, Adi tercatat sebagai TKI resmi dan

tercatat berdomisili di Batam.82

h. Indah Wijayanti, 22 Thn, TKW asal Lampung Utara, terpaksa

mendekam satu tahun di penjara karena diuduh membunuh

majikannya, sambil menunggu keputusan pengadilan Malaysia

yang menunda sidangnya sekitar satu tahun hanya karena

pengacara sukarela Shaun KS Tan yang dipilih indah tidak hadir

dalam pengadilan83

i. Kasus pemerkosaan TKW asal Banjar Masin yang di lakukan di

hotel Kuala Klawang Seremban bagian utara Malaysia sebanyak

dua kali,di dakwa dilakukan oleh seorang aparat polisi pada

tanggal 21/oktober/2007 di Kuala Klawang Seremban.Terdakwa

adalah aparat polisi yang bernama kh yang di dakwa memperkosa,

mengambil uang Rm 500.00, kepunyaan korban. Terdakwa juga

mengancam korban untuk masukkan ke dalam penjara sekiranya

korban tidak memberikan uang Rm 500.00.84

82 “Migrant care (Perhimpunan Indonesia Untuk Buruh Migran Berdaulat,” Istiqomqtul
hayati Sujatmiko,Rabu, 27 Januari 2005,<http://www.buruhmigranberdaulat.logspot.com>,
diakses 10 April 2009.

83 “Ulah Pengacara Nakal, Pengadilan Malaysia Tunda Kasus TKW,”2 November 2007,
<http:/www.antara.co.id>, diakses 2 Mei 2009.

84,”Menghadiri persidangan TKW Di pengadilan Kuala Pilah”< 14 November 2008.
http://www. saiful-aiman.blogspot.com/2008/11/02>, diakses 16 April 2009.
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j. Melia Nugrahawati (30) Tenaga Kerja Wanita asal Kecamatan

Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang kini tengah

bekerja di Serawak Malaysia, mendadak minta dipulangkan ke

kampung halamannya, karena ia dipaksa untuk bekerja sebagai

Pekerja Seks Komersial (PSK) di negeri tersebut.85

3. Masalah-Masalah Hukum Yang Di Hadapi Oleh Nakerwan Di Sektor

Informal (Pembantu Rumah Tangga)

Keberadaan TKW/Nakerwan di Negara penempatan untuk bekerja

seringkali dihadapkan dengan permasalahan hukum, akan tetapi permasalahan

hukum tersebut juga dialami oleh perwakilan pemerintah Indoneia (KBRI)

Adapun masalah hukum yang seringkali dialami TKI di Malaysia adalah:86

a. Masa Pra Pemberangkatan

a.1 Direkrut secara Illegal

Perekrutan secara illegal dapat terjadi melalui PJTKI yang tidak

mempunyai SIUP, direkrut PJTKI yang tidak dilengkapi job order atau

bisa juga terjadi melalui perekrutan yang dilakukan oleh calo atau

PJTKI illegal tanpa melalui PJTKI legal, calon TKI orang yang buta

huruf atau anak dibawah umur. Pelanggaran yang dilakukan para PJTK

ini termasuk melanggar KUHP tentang pemalsuan dokumen, dan juga

Undang-Undang N0.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, memperkerjakan

anak dibawah umur termasuk melanggar pasal 66 Undang-undang 23

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

a.2 Pemalsuan dokumen

Dengan adanya job order yang fiktif, kartu keluarga (KK), ijjazah,

Surat Ijin Keluarga, Sertifikat Keterampilan, serta identitas diri palsu

termasuk nama, alamat, umur, status perkawinan dan SPLP (Surat

Perjalanan Laksana Paspor/Permit) palsu, selain melanggar Undang-

85,” TKW Banyumas Dipaksa Jadi PSK”.
<http://www.suarapembaruan.com/News/2008/03/18/index.html>, diakses 14 Maret 2009.

86Yohanes B Wibawa,op .cit.,34-41.
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Undang yang secara khusus mengatur tentang TKI, perbuatan tersebut

juga melanggar KUHP pasal 263 dalam hal pemalsuan dokumen/surat.

a.3 Sakit

Di penampungan tidak ada perawatan bagi calon TKI yang sakit

bahkan sampai meninggal dunia karena para calon TKI tidak ada

asuransi, membiarkan kematian dapat melanggar Undang-Undang

tahun 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk hidup

dan hak untuk mendapat kan kesejahteraan termasuk mendapat

pengobatan.

a.4 Pungutan biaya pemberangkatan oleh PJTKI yang terlalu besar

Pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai

kepentingan untuk mengambil keuntungan dari calon TKI/TKI banyak

terjadi termasuk dalam hal pengurusan dokumen bagi calon TKI

dikenakan biaya yang mahal diluar biaya yang semestinya, perlakuan

diskriminatif ini sangat di sayangkan karena hal ini dilakukan oleh

aparat pemerintah yang semestinya memberikan perlindungan kepada

buruh migrant.Pemungutan yang dilakukan PJTKI yang melebihi

ketentuan termasuk melanggar KUHP yaitu Pemerasan.

a.5 Perjanjian kerja yang ditandatangani di Indonesia tidak belaku di

Malaysia.

Dalam menandatangani perjanjian kerja seringkali para calon TKI

tidak membaca dan mempelajari terlebih dahulu isi perjanjian kerja

karena seringkali dikondisikan pada situasi tergesa-gesa sehingga

calon TKI kurang memahami isi dari perjanjian kerja tersebut.,

perjanjian kerja yang telah disepakati dibatalkan secara sepihak dapat

dikatakan wanprestasi dan dapat melanggar KUHPer

a.6 Pemerasan oleh PJTKI

Pemerasan yang dilakukan PJTKI di penampungan adalah bahwa

selama dipenampungan para calon TKI dipekerjakan dirumah pemilik

PJTKI atau rumah perorangan tanpa upah dengan alasan praktek kerja

lapangan, dan ketika calon TKI berniat membatalkan diri dan atau

membuat kesalahan pihak PJTKI tidak segan segan membebankan
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denda yang cukup tinggi, PJTKI juga kerap memperjualbelikan

diantara calo atau PJTKI. Hal ini dapat dikatakan melanggar KUHP

tentang pemerasan.dan HAM.

a.7 Penyekapan di penampungan

Para calon TKI/TKW sebelum diberangkatkan ke Negara tujuan di

tempatka di penampungan dengan kondisi yang diluar standar

kesehatan termasuk tempat tidur dan jenis makanan yang

dikonsumsi,adakalanya penampungan merupakan tempat penyekapan

secara tidak langsung karena di tempat penampungan para calon TKI

dipersulit bahkan dilarang untuk berkomunikasi dengan keluarga

demikian pula sensor surat dari dan kepada keluarga jika dilakukan

oleh PJTKI.Didalam penampungan juga tidak diberikan pelatiahan,

sekalipun diberikan pelatihan tidak dilakukan secara professional dan

sekedar formalitas ironisnya para calon TKI ditempatkan di

penampungan dalam waktu yang cukup lama karena mereka dijadikan

stok manusia.Penyekapan dalam bentuk ini melanggar Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 20

ayat 2 tentang hak atas kebebasan pribadi dan pasal 29 ayat 1 tentang

rasa aman.

a.8 Adanya tindak kekerasan

Tindak kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan psikis dan

intimidasi di penampungan, pelecehan seksual juga terjadi di

penampungan maupun pada saat medical check up.kekerasan dalam

bentuk ini juga melanggar Undang-Undang nomor 39 tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia, KUHP

a.9 Penelantaran kasus ketika mengadukan kasus ke pihak yang

berwajib antara lain: Depnakertrans, PJTKI, Polisi.

Lambannya penanganan dalam menangani permasalahan dan

menanggapi pelaporan dari TKI yang bermasalah bahkan sikap kurang

perduli dan tidak pro aktif merupakan bentuk dari penerlantaran

karena pihak-pihak tersebut yang seharusnya memberikan

perlindungan sikap dari pemerintah yang seharusnya melayani dan
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melindungi rakyat melanggar konstitusi yaitu bahwa semua warga

Negara sama kedudukannya di depan hukum.sikap dari pemerintah ini

termasuk bagian dari pelanggaran HAM yaitu hak untuk memperoleh

keadilan dan hak atas rasa aman.Perbuatan aparat pemerintah tersebut

telah melanggar Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1980 tentang

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

b. Pada Saat Bekerja/Penempatan

b.1 Diperjualbelikan antar agency di luar negeri

Para calon TKI/TKW seringkali dijebak untuk dijadikan pekerja sek

komersial (PSK) di daerah transit selain dari itu mereka juga seringkali

dipekerjakan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja

yang telah disepakati antara TKI dan Pengguna jasa. Dengan demikian

para agency tersebut telah melanggar Undang-Undang no.39 tahun

1999 tentang Hak asasi Manusia dan KUHP.

b.1 Jam kerja yang panjang melampaui batas diberlakukan tanpa

adanya upah lembur. Istirahat dan gaji merupakan hak setiap pekerja

untuk itu apabila ada perpanjangan waktu bekerja sudah seharusnya

diberlakukan upah lembur, namun pada kenyataannya tidaklah

demikian, untuk itu para pengguna jasa tersebut dapat dukatakan

melanggar HAM karena telah meniadakan hak untuk beristirahat.

b.2 Dokumen di pegang Majikan

Keberadaan TKI/TKW di luar negeri tanpa membawa dokumen

Negara membuat mereka hidup dalam ketakutan, hal ini sangat

menyulitkan bagi TKI/TKW karena apabila mereka dihadapkan pada

suatu permasalahan hukum mereka akan kesulitan bahkan tidak dapat

mendatangi pihak berwajib untuk meminta perlindungan hukum

karena para TKI tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen resmi

tentunya hal ini berhubungan degan legalitas seseorang, perbuatan

tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-Undang

Keimigrasian.

b.3 Dilarang menjalankan ibadah
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Bagi para TKI/TKW muslim yang bekerja pada majikan non muslim

dipersulit untuk menjalankan ibadah bahkan ada yang dilarang dan

mereka juga dipaksa untuk memasak dan mengkonsumsi makanan

haram (babi), pelarangan tersebut merupakan pelanggaran HAM yaitu

hak untuk beribadah.

b.4 Gaji

Permasalahan yang biasa timbul adalah pemotongan gaji yang

dilakukan pihak PJTKI maupun agency besarnya melebihi dari

ketentuan, dan majikan yang tidak membayar gaji para TKI/TKW,

dalam MoU tentang penempatan Penata Laksana Rumah Tangga yang

dibuat antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia telah

dikatakan bahwa para majikan tidak diperbolehkan memotong gaji

TKI apabila hal ini dilakukan berarti melanggar MoU tersebut.

b.5 Perpanjangan Kontrak Kerja

Perpanjangan kontrak kerja menurut ketentuan yang berlaku dilakukan

harus dengan atas ijin keluarga akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh

pihak agency maupun PJTKI dengan demikian agency dapat

melakukan pungutan yang tinggi, hal ini sama halnya dengan penipuan

sekaligus pemerasan dengan demikian baik PJTKI maupun agency

dapat dikatakan melanggar KUHP

b.6 Adanya tindak kekerasan

Kekerasan fisik maupun psikis kerap dilakukan oleh pihak majikan

ataupun pihak agenci misalnya penyiksaan, penganiayaan, penyekapan

bahkan perkosaan ataupun pelecehan seksual, perbuatan tersebut

merupakan perbuatan yang melanggar KUHP dan HAM.

b.7 Dipenjara

Banyak TKI/TKWyang dipenjara di Malaysia karena dituduh atau

didakwa melakukan tindak pidana , kesalahan yang tuduhkan kepada

mereka belum tentu sepenuhnya atas perbuatannya, para majikan

biasanya merekayasa tuduhan agar mereka dipenjara tanpa

memperdulikan latar belakang permasalahannya, bahkan karena putus

asa akibat perlakuan buruk dari majikan maupun agency banyak
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TKI/TKW yang nekat bunuh diri. Bagi orang-orang yang melakukan

tindakan yang melawan hukum sudah sepatutnya dipenjara tetapi

apabila mereka dipenjara karena tidak kesalahannya hal ini merupakan

bagian dari pelanggarn HAM yaitu Hak Atas Kebebasan.

b.8 Dipulangkan Paksa

Kepulangan TKI/TKW secara paksa terjadi karena pihak majikan

secara sepihak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa

diberikan hak-haknya, kepulangan sepihak juga seringkali dilakukan

pihak agency setelah mereka melakukan pemotongan gaji , medical

cek yang direkayasa juga dapat digunakan alasan para TKI/TKW

untuk dapat dipulangkan dengan alasan kondisinya tidak sehat.

Pemaksaan penandatanganan surat pernyataan yang isinya

menerangkan bahwa mereka telah menerima gaji padahal kondisi

sebenarnya adalah kebalikannya dilakukan oleh pihak agency sebelum

TKI/TKW tersebut dipulangkan, perbuatan tersebut merupakan bentuk

dari penipuan dan dapat dikatakan melanggar KUHP

b.9 Sikap KBRI/Konjen yang kurang berpihak.

Seringkali para TKI/TKW diperlakukan tidak adil oleh pihak KBRI,

dengan berbagai alasan Pihak KBRI melakukan pungutan terhadap

TKI/TKW, lambanya informasi untuk keluarga jika mengalami sakit,

dipenjara atau meninggal dunia, dalam menyelesaikan kasus seringkali

tidak tuntas dan akhirnya dipulangkan karena lamanya proses

penyelesaian, sebagai pegawai pemerintah yang mewakili pemerintah

Indonesia di Luar Negeri bertugas melindungi dan melayani warga

negara Indonesia, apabila lalai dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya maka pihak KBRI dapat dikatakan melanggar PP

No.30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

c. Pada saat pulang/Kepulangan

c.1 Tidak terpenuhinya ha-hak asuransi, restitusi pajak, tabungan dan

barang-barang yang tertinggal di luar negeri, mereka juga membayar

sendiri ongkos pesawt atau kapal ketika pulang dari luar negeri, tidak

adanya perawatan medis atau bagi TKI/TKW tyang mengalami luka-
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luka pada pos kedatangan, perbuatan tersebut sudah barang tentu

melanggar peraturan terkait.

c.2 Pelayanan di Bandara tidak professional

Perlakuan diskriminatif di bandara atau tempat pemulangan lainnya

termasuk fasilitas yang kurang memadai sebagai tempat penjemputan

dan pemulangan, adanya kekerasan fisik dan psikis misalnya dibentak,

sikap tidak ramah yang dilakukan pihak bandara, demikian dengan

perlakuan pegawai bandara yang berstatus pegawai negeri dapat

dikatakan melanggar PP No.30 tahun 1980.

c.3 Banyaknya pungutan liar

Pungutan liar banyak dilakukan oleh preman dan aparat di bandara

dengan berbagai alasan bahkan barang tertukar atau sengaja

dihilangkan agar dikenakan pungutan, pungutan liar juga berlaku

terhadap pihak keluarga yang menjemput, untuk membeli sesuatudi

bandara dikenakan harga yang amat mahal, pungutan liar merupakan

bentuk lain dari pemerasan dan perbuatan tersebut melanggar KUHP

c.4 Pelecehan Seksual

Para TKI/TKW banyak yang terjebak dalam perangkap calo dan

“dijual” lagi ke luar negeri, hal ini dapat dikatakan melanggar KUHP

c.5 Terjadinya Pemerasan

Pemerasan uang dan barang juga kerap dilakukan oleh sopir dalam

perjalanan pulang, dimintanya uang tambahan dengan alasan jarak

tempuh jauh tak jarang juga yang mengalami perampokan. Pemerasai

terhadap TKI melanggar KUHP

c.6 Gila/Stress/depresi

Banyak para TKI/TKW yang mengalami gangguan jiwa akibat tekanan

dari berbagai pihak seperti perlakuan dari para majikan sepertihalnya

hamil atau melahirkan anak yang tidak dikehendaki, status

kewarganegaraan yang tidak jelas bagi anak yang lahir akibat

kekerasan seksual, cacat badan atau luka ringan akibat penganiayaan

yang dilakukan pihak majikan ketika mencoba melarikan diri demikian
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halnya dengan pihak agency. Gangguan jiwa terjadi karena tidak

adanya rasa aman dan ini merupakan pelanggaran HAM

c.7 Penahanan dokumen oleh PJTKI/Calo

Dokumen seseorang berkaitan dengan legalitas dari orang tersebut,

dengan ditahannya dokumen oleh pihak PJTKI atau calo menyeabkan

seseorang tidak mempunyai kekuatan legalitas terutama apabila orang

tersebut mengalami permasalahan hukum, penahanan dokumen yang

dilakukan pemberi kerja (majikan) juga merupakan bentuk

pelanggaran pasal 11 tentang hak mengembangkan diri dan pasal 20

tentang kebebasan pribadi Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang

HAM

c.8 Penelantaran

Penelantaran oleh pihak rumah sakit seringkali terjadi pada TKI/TKW

yang sakit dan pihak rumah sakit tidak bertanggung jawag

terhadapkondisi TKI/TKW, penelantaran juga dilakukan oleh PJTKi

dan aparat (Depnaker, Polisi, jaksa, KBRI, dll) terhadap kasus yang

menimpa TKI/TKW. Rumah Sakit yang demikian juga dapat

dikatakan melanggar HAM yaitu Hak Hidup apabila sampai terjadi

kematian selain itu hak atas kesejahteraan juga dilanggar 38 Undang-

Undang N0.39 tahun 1999 tentang HAM

4. Hukum Malaysia tentang Bantuan Hukum

Malaysia adalah sebuah negara konstitusional monarki (kerajaan) di kawasan

Asia Tenggara. Malaysia terbagi dalam 2 wilayah yaitu Malaysia Barat atau

Malaysia semenanjung dan Malaysia Timur yang berbatasan langsung dengan

Kalimantan dan terbagi wilayah dengan Brunai Darusalam. Malaysia

semenanjung berbatasan dengan Thailand di sebelah utara dan Singapura di

selatan.Sistem keterangan Malaysia mewarisi system yang ditinggalin oleh

penjajahnya, Inggris.Undnag-Undang dasarnya adalah UUD Federasi Malaya

1957.Kepala Negara Malaysia adalah “ Yang Dipertuan Agong” yang dipilih

setiap lima tahun sekali oleh dan dari antara 9 orang sultan di

Malaysia.Mahkamah Federal adalah lembaga peradilan tertinggi yang dibawahnya

ada 2 Mahkamah Tinggi, satu membawahi Malaysia Barat dan satu di Timur

Bantuan hukum..., Ambarwati, FH UI, 2009



Universitas Indonesia

61

selain itu ada Mahkamah Rayuan, Mahkamah Rayuan menerima banding dari

Mahkamah Federal dan Mahkamah Federal menerima banding dari Mahkamah

Tinggi. Hukum Islam (Syariah) diterapkan bagi warga muslim. Polisi dan

Pengadilan Syariah terdapat di setiap negara bagian. kehidupan politik Malaysia

yang represif menyebabkan organisasi buruh tidak berkembang, dibawah bayang-

bayang ISA, setiap aktivitas perkumpulan diawasi secara super ketat termasuk

NGO.

Hukum yang berlaku yang mengatur tentang buruh migrant adalah :87

a. Employment Acts,1955

Mengatur syarat-syarat dan ketentuan –ketentuan kerja termasuk

pembantu rumah tangga, dalam undang-undang ini melindungi

mereka dari pembayaran upah yang terlambat dan tidak rutin , hari

libur di berikan satu hari dalam satu minggu, jam kerja 8 jam per

hari atau 48 jam per hari dengan istirahat minimum 30 menit untuk

kerja 5 jam berturut-turut , libur umum, cuti tahunan, cuti sakit dan

perlindungan masa kehamilan, santunan pengakhiran kerja,

pemecatan dan pensiun.88 Ketentuan-ketentuan tersebut pada

kenyataannya tidak berlaku bagi TKI karena Majikan di Malaysia

secara rutin memerlukan buruh migran asal Indonesia untuk

bekerja empat belas hingga dua puluh jam per hari, tujuh hari

seminggu tanpa istirahat, melanggar hak asasi manusia yang

tercantum dalam perangkat-perangkat internasional. Dengan

mengabaikan pekerja rumah tangga dari beberapa perlindungan

kerja pokok, undang-undang ketenagakerjaan Malaysia gagal

menaati hukum internasional89

b. Undang-Undang Kompensasi Pekerja Malaysia 1952

Membahas mengenai mekanisme sebagai pekerja untuk meminta

ganti rugi atas cidera di tempat kerja dan sakit karena pekerjaan.90

c. Contracts Acts,1950

87 Rusman Widodo.,et.al.,op.cit.,hal.33.
88“Standar-Standar Hukum Nasional dan Internasional,”

<http://199.173.149.120/Indonesia/reports/2004/Indonesia0704/8.htm>, diakses 19 Maret 2009.
89 Ibid.
90 Ibid.
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d. Employees’Social Security Acts,1969

Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 mengatur tentang asuransi,

kecelakaan dan kematian

e. Immigration Acts, A 1154,2002.

Mengatur tentang penyempurnaan Akta Imiresen 1959tahun 1963

yang berisi tentang pengaturan buruh migran ilegal dan pemberian

hukuman fisik berupa cambuk,rotan

Perkembangan bantuan hukum di Malaysia sejak tahun 1954 dan baru

secara serius di kelola sejak tahun 1960 dan terakhir mendapat pengaturan baru

melalui legal aid Act of 1971. Pengelolaan bantuan hukum juga sepenuhnya

dikerjakan oleh Negara melalui Legal Aid Bureau yang dalam bahasa Malaysia

disebut Biro Bantuan Guaman yang langsung berada di bawah control Jaksa

Agung. Lagal aid Bureau ini juga ditopang oleh sebuah panel yang disebut Panel

of Solicitors. Konsep bantuan hukum yang dianut hanya ditujukan pada orang

tidak mampu dan mencakup segala jenis perkara tetapi tetapi dibatasi untuk

bidang sosial politik dan ekonomi Negara.91Legal aid Bureau merupakan LBH

yang disediakan untuk penentu Malaysia, disamping itu juga ada LSM-LSM yang

berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum misalnya, Bar Council Legal

Aid Centre (BCLAC), Tenaganita merupakan LSM yang peduli terhadap nasib

buruh migrant terutama buruh wanita. Pemberian bantuan hukum seseorang harus

melewati merit tes yang disiapkan baik oleh BBG maupun BCLAC, hal ini

dikarenakan bantuhan hukum hanya diberikan bagi mereka yang benar-benar

miskin dan memiliki penghasilan dibawah standar pemerintah. Merit test adalah

suatu pemeriksaan terhadap mereka yang meminta bantuan secara financial.

Ditetapkan bagi mereka yang berpenghasilan dibawah RM 1000 setiap bulannya

atau paling tidak RM 12000, setiap tahunnya bisa mengajukan permohonan

bantuan hukum dalam bantuan advokasi.92Dalam konstitusi Malaysia secara

umum mengatur mengenai hak-hak asasi manusia pada bagian II, pasal 5 butir 1

mengatakan:93

91 T. Mulya Lubis,op.cit.,hal.103-104.
92 Ulyarta Naibaho,”Bantuan Hukum bagi Korban Kejahatan (Telaah Korban

Perkosaan),”(Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok,2003),hlm.97-99.
93 Malaysia,Malaysian Constitution part 2, article 5 point 1.
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“No person shall be deprived of his life or personal liberty save in
accordance with law.”(terjemahan bebas adalah tidak seorangpun
yang dapat menghilangkan kehidupan atau kebebasan individu sesuai
dengan hukum)

Dalam pengertiammua adalah bahwasannya tidak ada seorangpun yang boleh
dirampas kehidupan dan kebebasannya secara paksa

Pasal 5 butir 3 mengatakan:94

“Where a person is arrested he shall be informed as soon as may be of the
grounds of his arrest and shall be allowed to consult and be defended by a
legal practitioner of his choice” (terjemahan bebas adalah apabila
seseorang ditangkap ia dapat diberitahukan sesegera mungkin alas an
penangkapan dan diperbolehkan melakukan konsultasi dan pembelaan
melalui pelaksana yang sah)

Maksud dari pasal tersebut adalah bahwasannya apabila seseorang ditangkap
harus diberitahukan alasan dari penangkapan tersebut dan diberikan kesempatan
untuk melakukan konsultasi dan pembelaan yang dilakukan seorang ahli hukum.

Pasal 8 butir 1 mengatakan:95

“All persons are equal before the law and entitled to the equal protection
of the law”.(terjemahan bebas adalah Semua orang sama didepan hukum
dan berhak mendapat perlindungan hukum yang sama)

Dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa semua orang mempunyai
kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan
hukum yang sama.

Pasal 8 butir 2 mengatakan:96

“Except as expressly authorized by this Constitution, there shall be no
discrimination against citizens on the ground only of religion, race,
descent or place of birth in any law relating to the acquisition, holding or
disposition of property or the establishing or carrying on of any
trade,business, ofession, vocation or employment”.(dalam terjemahan
bebas adalah kecuali sudah dinyatakan secara sah dalam konstitusi tidak
boleh ada diskriminas terhadap warga negara yang berdasarkan agama,ras,
suku,perdagangan, bisnis, pekerja maupun pekerjaan)

Adapun makna dari pasal tersebut secara garis besar menyebutkan bahwa
perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dan berlaku terhadap semua
orang yang berada di wilayah Malaysia.

94 Ibid.,.article 5 point 3.
95 Ibid.,article 8 point 1.
96 Ibid., article 8 point 2.
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5. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam PP No 22 Tahun 2008 Tentang
Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri

Untuk menjunjung harkat dan martabat bangsa Indonesia pada umumnya

dan para TKW/nakerwan pada khususnya pemerintah Indonesia harus

mengantisipasi permasalahan yang kemungkinan terjadi , untuk meningkatka

perlindungan dan persaingan para TKI di Luar Negeri dalam upaya peningkatan

mutu sumber daya manusia (TKW/Nakerwan) pemerintah dapat memberikan

perhatian kepada TKW mulai dari pra penempatan, pada saat di luar negeri dan

pada saat kepulangan ke Indonesia

Dalam Permen No 22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan

Perlindungan TKI Di Luar Negeri mengatur tentang perlindungan TKI yang

dilakukan dari beberapa tahap yaitu:

a. Pra penempatan97

a.1 Surat Ijin Pengerahan

Diatur dalam Bab II Bagian Pertama pasal 3 sampai dengan pasal 6

Permen No 22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan

Perlindungan TKI Di Luar Negeri membahas mengenai persyaratan

Pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari

Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di

luar negeri, untuk dapat melakukan pekerjaan penyaluran tenaga kerja

Indonesia di luar negeri termasuk dalam hal penerbitan SIP , isi dari

SIP, jangka waktu SIP dan perpanjangan SIP.

a.2 Tata Cara Rekrut

Diatur dalam bagian kedua pasal 7 sampai dengan pasal 22 Permen No

22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan

TKI Di Luar Negeri, dalam pasal ini membahas tentang kewajiban

PPTKIS dalam memberikan informasi kepada calon TKI dalam proses

perekrutan, syarat perekrutan calon TKI serta pembuatan perjanjian

penempatan dan melakukan penampungan bagi calon TKIi yang lulus

seleksi.

97 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi(2),op.cit.Bab II.
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a.3 Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Diatur dalam Bagian ketiga pasal 23 sampai dengan pasal 24 Permen

No 22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan

TKI Di Luar Negeri, dalam pasal ini membahas tentang kewajiban

calon TKI untuk memiliki kemampuan dan kompetensi kerja yang

dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh

lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh BNSP.

a.4 Rekomendasi Paspor

Diatur dalam bagian keempat dalam pasal 25 Permen No 22 tahun

2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di

Luar Negeri yang membahas tentang pemberian rekomendasi paspor

bagi calon TKI yang telah memenuhi persyaratn dan lulus seleksi.

a.5 Perjanjian Kerja

Diatur dalam bagian kelima pasal 26 sampai dengan pasal 30 Permen

No 22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan

TKI Di Luar Negeri, didalam pasal ini disebutkan pembuatan

perjanjian kerja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan hak dan

kewajiban, dalam pasal ini juga mengatur tentang muatan perjanjian

kerja, penandatanganan perjanjian kerja dan perpanjangan perjanjian

kerja serat ketentuan lain yang mengatur tentang perjanjian kerja.

a.6 Perbekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)

Diatur dalam bagian keenam pasal 31 sampai dengan pasal 34 Permen

No 22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan

TKI Di Luar Negeri, dalam bab ini mengatur tentang kewajiban

PPTKIS untuk mengikuti program Pembekalan Akhir Pemberangkatan

(PAP) yang diselenggarakan oleh Dirjen yang membidangi

penempatan tenaga kerja yang dibiayai oleh pemerintah yang disertai

dengan surat keterangan telah mengikuti program PAP dan juga

membahas tentang materi dari PAP dan pelaksanaan PAP.

a.7 Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)

Diatur dalam bagian ketujuh pasal 35 sampai dengan 39 Permen No 22

tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI
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Di Luar Negeri, KTKLN merupakan kartu identitas bagi TKI di

Negara tujuan penempatan yang diterbitkan oleh Menteri, dan juga

mengatur tentang bentuk dan isi dari KTKLN serta cara untuk

mendapatkan KTKLN.

a.8 Penempatan TKI Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri

Diatur dalam Bab Kedelapan pasal 40 sampai dengan pasal 41 Permen

No 22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan

TKI Di Luar Negeri, dalam bagian ini membahas mengenai pihak-

pihak yang diperbolehkan dalam penempatan TKI serta syarat untuk

dapat melakukan penempatan TKI di Luar Negeri.

a.9 TKI Yang Bekerja Secara Perseorangan

Diatur dalam bagian kesembilan pasal 42 sampai dengan pasal 43

Permen No 22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan

Perlindungan TKI Di Luar Negeri, dalam pasal ini mengatur tentang

tata cara dan syarat bagi TKI yang dapat bekerja secara perseorangan

di luar negeri tanpa melalui PPTKIS.

a.10 Perlindungan TKI Pra Penempatan98

Diatur dalam Bab III bagian kesatu pasal 44 Permen No 22 tahun 2008

Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar

Negeri, dalam pasal ini mengatur tentang perlindungan TKI yang

diberikan pemerintah serta bentuk pengawasannya.

b. Pada saat di Luar Ngeri99

b.1 Perlindungan TKI selama Penempatan

Diatur dalam Bab III bagian kedua pasal 45 sampai dengan pasla 50

Permen No 22 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan

Perlindungan TKI Di Luar Negeri , dalam pasal-pasal ini membahas

tentang perlindungan TKI selama dalam penempatan, bentuk

perlindungan , perselisihan yang terjadi antara TKI dengan pengguna

jasa serta pemberian bantuan hukum dan advokasi , bantuan konsuler

dan diplomatik serta perlindungan asuransi.

98 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi(2),op.cit.Bab III.
99 ibid
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b.2 Pemantauan dan Penyelesaian Masalah TKI

Diatur dalam bab V pasal 57 dan 58 Permen No 22 tahun 2008

Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar

Negeri, dalam bab ini membahas tentang kewajiban PPTKIS

untukmelakukan pengawasan terhadap TKI yang ditempatkan yang

dilakukan melalui perwakilan PPTKIS di negara penempatan serta

mengatur tentang kewajiban PPTKIS untuk membantu menyelesaikan

masalah yang dihadapi oleh TKI di negara penempatan.

c. Kepulangan di Indonesia

c.1 Perlindungan TKI Purna Penempatan

Diatur dalam bagian ketiga pasal 51 Permen No 22 tahun 2008

Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar

Negeri, dalam pasal ini membahas tentang bentuk perlindungan purna

penempatan yang dilakukan menteri.

c.2 Pemulangan TKI100

Diatur dalam Bab VI pasal 59 sampai dengan pasla 63 Permen No 22

tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI

Di Luar Negeri, dalam pasal ini membahas mengenai kepulangan TKI

di Indonesia bahwasannya hal ini menjadi tanggung jawab dari

PPTKIS, selain itu PPTKIS juga berkewajiban mendata kepulangan

TKI serta menghubungi pihak pengguna atau mitra usaha sebelum

berakhirnya perjanjian kerja untuk memastikan kepulangan TKI, selain

itu juga mengatur tentang layanan kepulangan TKI melalui Pos

pelayanan TKI di pelabuhan embarkasi atau debarkasi serat tugas dari

pos pelayanan tersebut.

c.3 Sanksi Administratif101

Diatur dalam bab VII pasal 64 Permen No 22 tahun 2008 Tentang

Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri,

dalam pasal ini mengatur mengenai ketentuan sanksi yang diberikan

atas pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini.

100 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi(2),op.cit.Bab VI.
101 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi(2),op.cit.Bab VII.
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6. Bantuan Hukum Untuk TKW/Nakerwan Yang Melakukan Tindak

Pidana Di Luar Negeri.

TKW/Nakerwan juga termasuk dalam pengertian buruh, akan tetapi

TKW/Nakerwan diatur dalam undang-undang secara khusus yaitu Undang-

Undang No.39 tahun 2004 tentang Penenpatan Dan Perlindungan TKI di Luar

Negeri. Meskipun demikian para TKW/Nakerwan juga mempunyai hak normatif

yang sama halnya dengan buruh lainnya yang bekerja di dalam negeri (Indonesia).

Adapun hak normatif buruh dapat di klasifikasikan menjadi :102

a. Hak yang bersifat ekonomis misalnya upah, Tunjangan Hari Raya

(THR), tunjangan hari tua, fasilitas perumahan dan lain sebagainya.

b. Hak yang bersifat politis misalnya hak untuk membentuk organisasi

contohnya membentuk serikat buruh termasuk adalah hak untuk

menjadi anggota atau tidak, hak mogok kerja, hak tidak diperlakukan

diskriminatif dan lain sebagainya.

c. Hak yang bersifat medis misalnya hak atas kesehatan dan keselamatan

kerja , hak melahirkan, hak untuk istirahat, hak menyusui anak, hak

atas jaminan pemeliharaankerja, larangan memperkerjakan anak dan

lainnya.

d. Hak yang bersifat social misalnya hak untuk cuti, hak untuk kawin,

hak libur resmi, hak pembatasan anak dan permpuan pada malam hari

dan lainnya.

Dibentuknya Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja

Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan komitmen pemerintah terhadap TKI. Tugas

dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan menteri tenaga kerja dan PJTKI. Juga,

melakukan kerja sama penempatan, pengawasan, pengelolaan administrasi serta

perlindungan keselamatan TKI di luar negeri. Perbaikan oleh Menakertrans juga

telah dilakukan melalui proses seleksi yang ketat dalam pemberian izin bagi

PJTKI. Tidak sedikit PJTKI yang nakal dan tidak memenuhi persyaratan telah

102Bantuan Hukum,op.cit.,hal.183.
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diberi sanksi dengan tidak diperpanjang izin operasionalnya.103 Dalam

menyelesaiakan masalah yang dihadapi TKI/TKW pemerintah megacu pada

ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang TKI yaitu Undang-

Undang No.39 tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesi Di Luar Negeri, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi Nomor 104 tahun 2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja

Indonesia Di Luar Negeri, MoU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah

Malaysia tentang pengiriman TKI sektor formal (Agustus 2004), MoU tentang

Pengiriman Penata Laksana Pembantu Rumah Tangga yang ditandatangani di Bali

pada tanggal 13 Mei 2006. Namun demikian pemberian perlindungan hukum

dalam bentuk bantuan hukum disesuaikan dengan ketentuan hukum Negara

setempat, kebiasaan internasional, peraturan perundang-undangan Negara

setempat, oleh sebab itu TKW yang melakukan tindak pidana di Malaysia

diberlakukan ketentuan dalam penal code yaitu Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Malaysia. Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan

Hukum Indonesia (BHI) merupakan bagian dari program kerja dan tanggung

jawab dari Departemen Luar Negeri (Deplu) RI, perlindungan ini ditujukan

kepada WNI maupun BHI yang mengalami masalah dan membutuhkan

perlindungan dan pembelaan hukum di negara yang bersangkutan menetap.

Perlindungan terhadap TKI pada prinsipnya dapat dilakukan melalui :104

a. Pendekatan secara politis.

Upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap TKI di

luar negeri dilakukan pendekatan politik dengan cara:

a.1 Melakukan dan membuat perjanjian kerjasama antar

pemerintah atau G to G (Government to Government)dari

Negara penerima TKI dengan Negara pengirim TKI

kerjasama ini diupayakan dalam bentuk Memorandum of

103 “Masalah Perlindungan TKI Di Luar Negeri,”Jawahir Thontowi,4 Februari
2008,http://epajak.org, diakses 25 Maret 2008.

104Panduan Bantuan,op.cit.,hal.209-210.
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Understanding (MoU), Arrangements atau perjanjian

bilateral. Untuk memberikan perlindungan kepada TKI di

Malaysia pemerintah telah telah membuat kesepakatan

dengan pemerintah Malaysia yaitu Mou RI dengan

Malaysia tentang Pengiriman TKI Sektor Formal (gustus

2004), MoU RI dengan Malaysia tentang Rekruitmen

Dan Penempatan Penata Laksana Pembantu Rumah

Tangga (13 Mei 2006), latar belakang penandatanganan

MoU ini adalah untuk melindungi pekerja Indonesia yang

bekerja di Malaysia dan menjamin hak-hak mereka serta

mengurangi tingkat kekerasan yang menimpa piñata

laksana rumah tangga Indonesia di Malaysia selain itu

juga karena sebelumnya tidak ada kesepahaman mengenai

rekruitmen dan penempatan penata laksana rumah tangga

di Malaysia dan hanya berdasarkan perjanjian kerja dan

perjanjian penempatan.105

a.2 Dalam MoU tentang Penempatan Penata Laksana

Pembantu Rumah Tangga tanggal 13 Mei 2006 tidak

dibahas secara jelas dan lengkap akan adanya hak bantuan

hukum, apabila dilihat dalam ketentuan pasal 4

mengatakan bahwa pemerintah Malaysia harus mengakui

TKW/ Nakerwan pembantu rumah tangga berlaku atas

hukum dan kebiasaan negara Malaysia dan pasal 7

mengatakan bahwa TKW/Nakerwan yang bekerja di

Malaysia harus tunduk dan patuh terhadap hukum positif

Malaysia dan kebiasaannya, secara tidak langsung

pemerintah Malaysia telah menjamin adanya hak atas

bantuan hukum bagi buruh migrant sebagaimana yang

diatur dalam konstitusi Malaysia. Untuk itu dengan

keberadaan MoU tersebut diharapkan dapat memberikan

perlindungan bagi buruh migrant Indonesia. Apabila

105 Mohammad Rizki Syarifudin Malia,”Penempatan TKI Di Malaysia (Studi kasus:MoU
Indonesia-Malaysia),”Sarjana Hukum Universitas Indonesia,Depok,2006,hal.74.
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ditinjau dari isi MoU tersebut terdapat beberapa ketentuan

yang dirasa merugikan dan diskriminasi terhadap buruh

migrant perempuan (TKW/Nakerwan) Indonesia

diantaranya adalah paspor tenaga kerja Indonesia (TKI)

ditahan oleh majikan.106Adapun bentuk dari diskriminasi

dalam MoU tersebut menyebutkan bahwa ijin kerja dapat

dibatalkan oleh pemerintah Malaysia secara sepihak

apabila TKI melangsungkan pernikahan di tengah-tengah

kerjanya. Kontrak kerja bersifat mengikat kontrak

sehingga TKI tidak bisa meninggalkan majikan dan

apabila TKI meninggalkan maka TKI tersebut

bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya kepulangannya

dan sebaliknya majikan dapat memberhentikan TKI tanpa

pemberitahuan sebelumnya.

a.3 Kerjasama G to NGO (Government to Non-Government

Organization). Kerja sama ini bentuknya adalah

kerjasama yang terjadi antara pemerintah dengan LSM-

LSM misalnya pemerinth RI dengan Migran Care.

a.4 Kerjasama G to International Organization., kerja sama

ini bentuknya seperti kerjasama antara pemerintah RI

dengan ILO, Pemerintah RI dengan UN.

a.5 Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk Konvensi

Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh

Migran Dan Anggota Keluarganya (International

Convention on the Protection of the Rights of All Migrant

workers and Members of Their Families)1990

a.6 Kerjasama dengan organisasi keagamaan., kerja sama

yang dilakukan antara migrant care dengan NU, fatayat

NU.

106”Mou Buruh Migran Malaysia Dinilai Mengecewakan”,Minggu 27 Mei 2007, Ninin
Damayanti. http://pestabola.tempointeraktif.com/index.id.ph,
<http://pestabola.tempointeraktif.com/index.id.php>
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a.7 Kerjasama G to Privat , kerja sama antara pemerintah

dengan PJTKI

a.8 Privat to Privat, kerja sama antara PJTKI dengan agency

di Malaysia

b. Pemberian Bantuan Kemanusiaan.

Pemberian bantuan kemanusiaan lebih banyak diberikan kepada

TKI yang sedang menjalani proses peradilan di Negara setempat,

dikarenakan adanya tuduhan telah melakukan tindak pidana , adapun

bentuk perlindungannya adalah dengan melakukan kunjungan secara

periodik dan pemantauan, serta memberikan dukungan morilkepada TKI

yang mengalami masalah, bentuk bantuan lainnya adalah pemenuhan

kebutuhan pokok sehari-hari selama dalam proses menjalani peradilan,

menyedikan rohaniawan dan memberikan pelayanan kesehatan/posko

sosial, serta membantu kepulangan TKI ke tanah air

a. Pemberian Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum diberikan kepada TKI yang mengalami

masalah , bantuan hukum dapat diberikan melalui:

a.1 Pendampingan

Menurut hukum positif Malaysia bahwa pengacara

dari luar negeri tidak dapat beracara di negara

Malaysia termasuk pengacara dari Indonesia, untuk

itu pihak KBRI menunjuk pengacara lokal untuk

melakukan pembelaan mendampingi mulai dari

tingkat penyelidikan sampai dengan tingkat

pemeriksaan di pengadilan, sedangkan pendampingan

yang dilakukan pihak KBRI hanya bertujuan untuk

untuk menghindari adanya tindakan manipulasi,

pendampingan ini juga kerap dilakukan oleh LSM-

LSM yang fokus terhadap buruh migrant dengan

sukarela misalnya pendampingan oleh LSM Migran

Care.
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a.2 Konsultasi mengenai hukum yang berlaku di Negara

setempat

Pengetahuan akan sistem hukum yang berlaku

terhadap suatu Negara yang akan ditempati

merupakan hal yang wajib diketahui bagi semua

orang yang akan pergi ke luar negeri terlepas dari

kepentingan bekerja, sekolah ataupun sekedar jalan-

jalan karena sebagai pendatang harus mengikuti

hukum positif di tempat yang akan dikunjungi,

terhadap TKI sebelum pemberangkatan ke negara

tujuan calon TKI diberikan pembekalan mengenai

hukum, kebiasaan dan tradisi, serta bahasa negara

tujuan agar dapat meminimalisasi timbulnya masalah

hukum dan kesalahpahaman.

a.3 Bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan

perselisihan perburuhan antara TKI dengan pengguna

jasa maupun dengan agency.

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh TKI baik

bahasa maupun pendidikannya diperlukan adanya

mediator untuk membantu menyelesaikan masalah ,

untuk itu diperlukan orang yang memenuhi syarat

untuk menjadi moderator adapun fungsi dari mediator

adalam menjembatani antara TKI dengan pengguna

jasa ataupun agency agar tidak terjadi salah paham,

dalam menyelesaikan suatu maslah tahap pertama

yang harus dilakukan adalah diselesaikan secara

kekeluargaan/Musyawarah untuk mufakat namun

apabila tidak ada titik temu maka langkah selanjutnya

dapat melalui jalur hukum baik hukum pidana

maupun hukum perdata.

a.4 Menyediakan advokat baik yang bersifat pro bono

maupun fee paying
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Untuk dapat beracara pada sidang pengadilan tidak

bisa dilakukan sembarang orang untuk itu diperlukan

pengacara/advokat yang ditunjuk oleh pemerintah RI

atau pihak ke tiga, adapun biaya pengacara tersebut

ditanggung oleh Negara dan sumber-sumber lain dari

instansi terkait dan apabila memungkinkan dari pihak

pelaku atau korban bahkan pihak keluarga asasazoleh

sebab itu bantuan ini diupayaka dapat secara gratis

atau pro bono bagi TKI .

Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri yang berkedudukan

sebagai warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama dengan dengan

warga Negara yang bekerja di dalam negeri, untuk itu banyak di antara mereka

tidak mengetahui akan keberadaan hak-hak yang dimiliki namun banyak juga

diantara mereka yang mengetahui hak-hak yang dimiliki tetapi tidak mengetahui

bagaimana hak-hak tersebut diperjuangkan, adapun cara untuk memperjuangkan

hak-hak tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut:107

a. Penyelesaian Secara Administratif

Penanganan oleh instansi yang berwenang dalam masalah ketenaga

kerjaan yaitu Departeman Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

b. Penyelesaian Secara Hukum Perdata

Mengenai penuntutan dan pembayaran ganti rugi dan atau denda

melalui upaya kekeluargaan maupun melalui jalur hukum dengan

mengajukan gugatan melalui pengadilan yang berdasarka Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

c. Penyelesaian Secara Hukum Pidana

Penyelesaian melalui mekanisme pengaduan/laporan ke kepolisian

yang kemudian di limpahkan kepada Kejaksaan dan diadili oleh Hakim

di Pengadilan Negeri sehingga pelakunya dihukum penjara yang

berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

7. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum

107 Yohanes Wibowo,op,cit,hal.51-52.
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Dalam memberikan bantuan hukum kepada TKW/Nakerwan dapat dilakukan

sesuai denga prosedur yang delah ditetapkan oleh departemen Luar Negeri.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan dan pemberian bantuan

hukum adalah sebagi berikut:108

a. Departemen Luar Negeri

b. Kantor Menko Polhukam dan Kantor Menko Kesra

c. Departemen Dalam Negeri, khususnya Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota

d. Departemen Kehakiman dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal

Imigrasi, dan Kantor Imigrasi Daerah

e. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan

Mobilitas Penduduk Provinsi, Kabupaten dan Kota

f. Departemen Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten dan Kota

g. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian

Daerah.

h. Asosiasi Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja

i. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

(BNP2TKI)

j. Instansi terkait lain.

Mekanisme pemberian bantuan perlindungan adalah sebagai berikut:109

a. Pemerintah Daerah (Pemda) Pihak Pemerintah Daerah yang

memerlukan perlindungan bagi warganya dapat segera menyampaikan

permintaan kepada Departemen Luar Negeri dengan tembusan kepada

Perwakilan RI di luar negeri.

b. Setelah diterimanya permintaan dari pemerintah Daerah, Departemen

Luar Negeri mengkoordinasikan langkah-langkah pemberian

108 ”Mekanisme Perlindungan kepentingan warga Negara Indonesia (WNI) Dan Badan
Hukum Indonesis (BHI) di Luar Negeri,”20 Februari 2006.< http://www.deplu.go.id>, 10 Maret
2009.

109 Ibid.
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perlindungan WNI dan BHI di luar negeri dengan Perwakilan RI di

luar negeri dan dengan instansi terkait di dalam negeri.

c. Dalam hal diperlukan bantuan penasehat hukum bagi WNI/BHI yang

memerlukan perlindungan, Departemen Luar Negeri dan Perwakilan

RI di luar negeri berkoordinasi dengan penasihat hukum yang ditunjuk

untuk mendampingi dan menjamin hak-hak WNI/BHI terkait selama

dalam pemeriksaan secara hukum baik di dalam maupun di luar negeri.

d. Bagi WNI/BHI yang mendapat ancaman hukuman, menjalani

hukuman maupun yang akan dideportasi karena pelanggaran hukum

yang dilakukan di luar negeri, Departemen Luar Negeri dan

Perwakilan RI di luar negeri mengupayakan langkah-langkah bantuan

hukum dan kemanusiaan melalui sistem hukum yang berlaku maupun

melalui jalur diplomatik.

e. Dalam hal kematian WNI di luar negeri, Departemen Luar Negeri dan

Perwakilan RI mengupayakan hak-hak WNI tersebut tetap terjamin

seperti asuransi, pemulangan jenazah ke dalam negeri serta untuk

pemakaman secara patut bagi WNI tersebut, baik di dalam negeri

maupun di luar negeri.

f. Untuk kegiatan penanganan, perlindungan yang memerlukan biaya

besar serperti biaya penasehat hukum, pengobatan, pemulangan WNI

dan pemulangan jenazah WNI di luar negeri ke daerah asal di

Indonesia, Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri

mengupayakan dana dari WNI bersangkutan atau keluarganya, Pemda

asal WNI, atau instansi terkait dan sumber dana lainnya yang tidak

mengikat.

g. Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri senantiasa

memantau perkembangan setiap WNI/BHI yang tercatat di Perwakilan

RI serta memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku kepada WNI/BHI tersebut, sedangkan bagi yang tidak tercatat,

Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI akan mengupayakan

diperolehnya data yang bersangkutan melalui instansi terkait di luar

negeri untuk kemudian diberikan perlindungan sebagaimana mestinya.
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h. Departemen Luar Negeri memberitahukan perkembangan keadaan

WNI/BHI yang dimintakan perlindungan kepada Pemda terkait.

i. Berdasarkan masukan lembaga/instansi pemerintah terkait,

Departemen Luar Negeri melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut

dan pelaksanaan perlindungan.

Adapun prosedur pengaduan yang dapat dilaukan oleh para TKI apabila

berhadapan dengan masalah termasuk adanya ketidaksesuaian antara perjanjian

kerja dengan pekerjaan yang dilakukan, mendapat ancaman dan tekanan yang

dapat mengancam keselamatan maka langlah-langkah yang segera di tempuh

adalah sebagai berilkut:110

a. Mendatangi langsung KBRI di bagian bidang ketenagakerjaan atau

mengirim surat pengaduan melalui pos ke kantor-kantor Perwakilan

RI, Kepolisian di negara setempat, LSM khusus menangani TKI baik

di negara setemp atau neara Indonesia , Kantor PJTKI, kantor

perwakilan PJTKI setempat

b. Menghubungi lewat telepone kantor-kantir tersebut di atas.

c. Menghubungi lewat telpon atau mengirim Sort Messagr service(SMS)

ke nomor telpon keluarga atau teman dan sahabat.

Apabila KBRI atau Konjen menolak untuk menangani pengaduan atau

bahkan menyerahkan kembali kepada majikan maka hal-hal yang yang sebaiknya

dilakukan adalah sebagai berikut:111

a. Menulis peristiwa dan permasalahan yang terjadi serta pihak-pihak

yang terlibat di Koran pada “ Surat Pembaca” yang memuat pengaduan

masyarakat sehingga dengan demikian masalah tersebut akan menjadi

perhatian pemerintah dan masyarakat luas.

b. Melaporkan kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Negara

Pemberdayaan Aparatur Negara, Menteri Tenaga Kerja, Komisi

Ombudsman, presiden dan atau DPR.

c. Memperkarakannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

110 Rusman Widodo.et.al.op.cit.hal.33-34.
111Yohanes B Wibawa,op.cit.hal.100.
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Di KBRI Kuala Lumpur, 29 Januari 2007 telah dibentuk Tim Satuan Tugas

(Satgas) Perlindungan dan Pelayanan Warga Negara Indonesia (PPWNI)

berdasarkan SK Kepala Perwakilan RI untuk Malaysia No. 02/SK-DB/I/2006

tanggal 9 Januari 2006. Anggotanya meliputi elemen struktur KBRI yakni:112

a.Fungsi Protokol dan Konsuler

b.Fungsi Sosial Budaya dan Penerangan

c.Fungsi Penerangan

d.Atase Imigrasi

e.Atase Ketenagakerjaan

f.Atase Pendidikan

g.Atase Perhubungan

h.Atase Riset (BIN)

i.SLO POLRI

Adapun tujuan dari dibentuk Satgas adalah:113

a. Meningkatkan upaya perlindungan secara maksimal bagi seluruh

WNI/TKI yang berada di wilayah akreditasi KBRI Kuala Lumpur;

b. Meningkatkan upaya dan bentuk pelayanan WNI/TKI dan Badan

Hukum Indonesia (BHI) yang bermasalah.

Upaya-upaya yang dilakukan Satgas PPWNI meliputi:114

a. Penampungan sementara di KBRI Kuala Lumpur, khususnya

perempuan.

b. Penanganan kasus yang menimpa WNI/TKI

c. Kegiatan outreach di kantong-kantong TKI di berbagai daerah di

Indonesia

d. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan publik di daerah konsentrasi TKI.

e. Pendataan dan pendampingan bagi WNI yang menghadapi masalah

hukum

f. Peluncuran awarness campaign melalui berbagai media masa.

112 “ Hasil Diskusi Permasalahan TKI Dengan Institusi Terkait Di Malaysia”,13 Agustus
2007,http://www.depsos.go.id,diakses 8 Juni 2009.

113 Ibid.
114 Ibid.
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g. Peningkatan jejaring kerja dan pertemuan reguler dengan instansi

terkait di dalam negeri dan Malaysia.

h. Pelayanan pengaduan melalui SMS 33044 4.

Satgas Perlindungan Dan Pelayanan Waga Negara Indonesia tidak hanya

menangani WNI legal tetapi juga WNI illegal

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 tentang Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri tahun pasal 78 ayat 2 secara garis besar

membahas bahwa segala bentuk perlindungan terhadap TKI termasuk

penyelesaian perselisihan antara TKI dengan pengguna jasa atau pihak ketiga,

pemberian bantuan hukum, advokasi atau pendampingan , bantuan konsuler,

upaya diplomatik dilakukan oleh perwakilan RI pada jabatan Atase

Ketenagakerjaan, terhadap advokasi atau pendampingan berdasarkan Pereturan

Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

PER.22/MEN/XII/2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri pasal 48 ayat 4 perwakilan RI dapat

meminta pihak ketiga dalam hal ini dapat dimintakan terhadap LSM. Migran Care

merupakan salah satu dari LSM yang fokus terhadap buruh migran telah banyak

melakukan pendampingan yang bersifat gratis dan sukarela. Dalam hal

penunjukan pengacara lokal oleh perwakilan RI untuk melakukan pembelaan dan

pendampingan bagi TKI yang dihadapkan dengan masalah hukum dilakukan

sesuai dengan praktek dan prosedur yang berlaku di negara setempat karena hal

ini untuk menghindari adanya tuduhan adanya intervensi terhadap sistem hukum

negara setempat.Dengan terbentuknya Tim Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan

dan Pelayanan Warga Negara Indonesia (PPWNI) yang telah mencakup fungsi-

fungsi KBRI maka semua bentuk perlindungan dan pendampingan dilakukan oleh

Satgas tersebut.

Demikian bagan penanganan kasus yang menimpa WNI/TKW oleh Satuan Tugas

Pelayanan Dan Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur.115

115”Flow Penanganan Kasus WNI”.,<http:www.kbrikualalumpur.org>
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Program adanya asuransi yang dilakukan oleh lima konsorsium yang

beranggotakan lima perusahaan Asuransi yang ditunjuk Departemen Tenaga

Kerja Dan Transmigrasi yang diwajibkan bekerja sama badan hukum atau lawyer

di negara penempatan TKI adalah suatu keharusan karena asuransi merupakan

salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada TKI. Lima perusahaan itu

adalah:116

a. PT. Asuransi Jasindo

b. PT. Asuransi Bangun Askrida

c. PT. Umum Mega

d. PT. Asuransi Ramayana

e. PT. Asuransi Adira Dinamika

Namun tidak semua TKI diikutkan program asuransi.Namun dengan demikian

bagi TKI yang mengikuti program asuransi harus lebih memahami tata cara untuk

mengajukan klaim asuransi , adapun hal-hal yang harus dilakukan adalah:117

a. TKI peserta program asuransi atau ahli waris segera menghubungi PJTKI

untuk menguruskan klaim asuransi

b. PJTKI pengirim mengajukan klaim atas nama dan untuk TKI peserta

program asuransi kepada perusahaan asuransi selambat-lambatnya 3 (tiga)

bulan setelah TKI mengalami musibah (meninggal dunia, kecelakaan,

PHK, dsb), dan masih dalam masa asuransi dengan melampirkan surat-

surat/dokumen sebagai berikut:

b.1 Bagi TKI yang meninggal dunia melampirkan:

a.Surat pengajuan klaim yang ditandatangani PJTKI

b.Surat keterangan meninggal dunia dari Perwakilan RI setempat

dan Rumah sakit setempat bila TKI meninggal dunia di luar negeri

atau Kandepnaker setempat bila TKI meninggal dunia di dalam

negeri dan kepolisian negara setempat bila TKI meninggal dunia

akibat kecelakaan.

116 “ KBRI pun Meningkatkan Perlindungan Bagi TKI”,29 Juli
2008,<http://www.stoptrafiking.or.id>,diakses 8 Juli 2009.

117 ,”Mou Buruh Migran Malaysia Dinilai Mengecewakan”,Minggu 27 Mei 2007, Ninin
Damayanti,< http://pestabola.tempointeraktif.com/index.id.php>, diakses 4 Mei 2009.
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c. Kartu Peserta asuransi atau bukti pembayaran premi;

d. Foto Copy Identitas dari TKI

b.2 Bagi TKI bukan karena meninggal dunia

a.Surat Keterangan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) dari

perwakilan Ri setempat bila TKI terkena PHK.

b.Paspor asli/SLP TKI bila TKI dipulangkan oleh majikan;

c.Surat pernyataan dari lembaga berwenang/agency negara setempat

tentang perusahaan atau majikan yang mengalami pailit.

d.Surat Keterangan dari Perwakilan RI dari negara setempat dan/atau

surat keterangan dari rumah sakit atau dokter terhadap TKI yang

menderita sakit atau cacat tetap.

e.Surat Rekomendasi PJTKI tentang terjadinya resiko yang dijamin

oleh polis asuransi.

f.Surat Keterangan berperkara dari pengadilan atau lembaga

berwenang atau Perwakilan RI di negera setempat, bila TKI

menghadapi permasalahan hukum di negara setempat.
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BAB 4

ANALISA KASUS TERHADAP HERLINA TRISNAWATI

TKW/NAKERWAN DI MALAYSIA

1. Posisi Kasus

Herlina Trisnawati (22 tahun) TKW asal Jawa Timur, sejak di vonis mati oleh

pengadilan Selangor Mahkamah Tinggi Shah Alam jum’at 4 November 2004

berdasarkan pasal 302 KK. Herlina yang baru bekerja selama 3 bulan dianggap

terbukti membunuh majikan perempuannya Soon Lay Chan, pada 14 Agustus

2001 dengan sebilah pisau yang didahului pemukulan di bagian kepala dengan

ulekan batu.118 Atas vonis tersebut KBRI Kuala Lumpur melalui pengacara

Herlina T. Vijayandra mengajukan banding di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah

Rayuan Putra Jaya pada 5 November 2004 dan sidang dilakukan tanggal 8 sampai

tanggal 10 Agustus 2005 pada sidang tersebut pengacara herlina berhasil merubah

dakwaan dari pasal 302 KK dengan 304 KK, sehingga hakim menjatuhkan vonis

penjara selama 18 tahun dipotong 1/3 masa tahanan. Terhadap keputusan tersebut

jaksa penuntut umum meminta untuk meninjau kembali keputusan tersebut , dan

pada persidangan di Mahkamah Persekutuan tanggal 11 Maret 2008 yang diketuai

oleh Tan Sri Richard Malanjum memutuskan Herlina Trisnawati dikenai pasal

326 KK dengan vonis 10 tahun penjara. Dan pada saat itu juga mengatakan bahwa

terbunuhnya nyonya Soon Lay Chan bukan karena direncanakan antau disengaja

Herlina namun semata-mata dilakukan karena keterpaksaan keadaan,“Luka-luka

parah di kepala yang membawa kematian Ny. Soon kemungkinan disebabkan

jatuh,” Pengacara Herlina T. Vijayandra selama berperkara di pengadilan ,

mengatakan bahwa peristiwa yang menyebabkan tewasnya Ny. Soon adalah

akibat dari perlakuan kejam oleh majikan itu sendiri terhadap Herlina.baik secara

fisik maupun mental.119 Herlina mengaku terpaksa membunuh majikan

perempuannya Soon Lay Chan pada Agustus 2001 ketika akan kabur dari rumah

majikannya karena herlina tidak kerasan bekerja di rumah majikannya tersebut,

118,”Pengacara Helina:KBRI Tidak Care,”Astri Farma Putri dan Agus Rahayu /Sup .
<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/11/09/brk,2004//09-03.id.html>, 27 Maret
2009.

119 ,”kisah Herlina lolos Dari Tiang Gantung”.< http://www.kompas.com/18/04/2008>,
diakses 7 April 2009.
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majikan perempuannya itu kerap menghina dan memukul dirinya,120pemukulan

yang dilakukan herlina terhadap majikan perempuannya dengan maksud membuat

pingsan, akan tetapi majikannya bangun dan mengambil pisau untuk mengancam

herlina, untuk membela diri herlina kemudian mengambil pisau sehingga terjadi

perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya majikan perempuannya dengan

kepala berdarah, kegaduhan yang timbul memancing curiga tetangga sebelah

rumah yang langsung memanggil polisi dan herlina tidak mengelak karena

ditangannya terdapat noda darah kemudian ia pun digelandang ke kantor polisi.121

Upaya yang dilakukan keluarga Herlina Trisnawati untuk dapat mendampingi

anaknya dalam siding banding dengan mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja

Jawa Timur di Kota Surabaya, Jumat 29 Juli 2005. Keluarga Herlina Trisnawati

meminta pemerintah membantu mereka menemui anaknya yang akan menjalani

sidang banding di Kuala Lumpur, Malaysia, keluarga Herlina yang datang ke

Disnaker Jatim itu antara lain ibunda Herlina, Nani Indrawati, ayahanda Sutrisno,

dan dua adik korban. Mereka didampingi aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat

Aliansi Buruh Migran Jatim. Nani menyerahkan surat permohonan kepada

Disnaker Jatim dengan tembusan kepada Disnakertrans, Menteri Luar Negeri dan

Menteri Pemberdayaan Wanita. Isi surat itu meminta bantuan pemerintah agar

mereka bisa diberangkatkan ke Malaysia, untuk mendampingi anaknya yang akan

menjalani sidang lanjutan tingkat banding di Mahkamah Rayuan Malaysia

(Pengadilan Tinggi Negeri) pada 9 Agustus 2005 mendatang. Nani dan Sutrisno

juga meminta pemerintah tetap berupaya memberikan pembelaan agar anaknya

terhindar dari hukuman mati. 122Perlindungan dan bantuan hukum yang upayakan

oleh pemerintah Indonesia kepada TKW Herlina Trisnawati adalah menyewa

pengacara lokal T, Vijayandra untuk membela dan mendampingi Herlina

Trisnawati , melakukan diplomasi politik dengan pemerintah Malaysia untuk

mencabut vonis hukuman gantung, dan memberikan bantuan kemanusiaan.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Ferry Adamhar mengatakan, lobi

120,”Dubes RI dan Malaysia temui Herlina di Penjara ,” Astri Farma Putrid an Agus
Rahayu/Sup. http://www.indosiar.com/fokus,16 Maret 2009.

121,” Herlina membunuh karena terdesak,”Astrid farma Putrid an Agus Rahayu/Sup.
<http://www,indosiar.com/fokus>,7 April 2009.

122“Pemerintah Di Minta Mendampingi Herlina Di
PersidanganMalaysia,”http://www.metrotvnews.com/hedline news/29 Juli/2005,diakses 5 Juni
2009.
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ke pemerintah Malaysia terus diintensifkan. 9 November 2004 pemerintah

Indonesia secara resmi meminta keringanan hukuman atas Herlina Trisnawati

yang divonis mati.123Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan

mengupayakan hukuman Herlina Trisnawati,” Bagian saya yaitu Departemen

Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan mengkoordinir upaya hukuman bagi

peringanan vonis yang akan dijatuhkan pada tingkat Mahkamah Agung,” ujar

Menteri tenaga Kerja Dan Transmigrasi Fahmi Idris usai sidang kabinet di kantor

Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta senin 9 November 2004. Presiden

Susilo Bambang Yudoyono juga telah menerima vonis mati tersebut pada hari

Jum’at 5 November 2004, Presiden telah mengeluarkan instruksi bahwa setiap

Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengalam masalah politik dan hukum di

Luar Negeri wajib mendapatkan pembelaan Negara , dengan demikian Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris akan melakukan pada tingkat

Mahkamah Agung nanti dengan target mengubah hukuman mati Herlina

Trisnawati dan juga menitipkan pesan kepada Presiden Susilo Bambang

Yudoyono untuk membicarakan masalah Herlina Trisnawati kepada Perdana

Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi dalam pertemuan APEC di Cile,

selain itu Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi juga akan mengundang tim

pengacara yang berasal dari Malaysia untuk mengetahui latar belakang kasus

herlina Trisnawati.124Juru bicara Departemen Luar Negeri Marty Natalegawa

berkata “yang sedang terjadi di Malaysia sekarang ini adalah proses hukum bila

tidak ingin dikatakan mengintevensi Negara lain”, dalam permasalahn ini sudah

jelas bahwa herlina terbukti melakukan pembunuhan terhadap majikan

perempuannya Soon Lay Chau, maka pemerintah RI akan mengupayakan

menggunakan upaya hukum dan memberikan pengacara lokal yang akan tetap

memperhatikan hak-haknya . diplomasi politik ini sebenarnya sudah berlangsung

sejak 22 Oktober 2001 melalui surat menteri Koordinator Pemberdayaan

Perempuan, selain itu pemerintah RI juga mengupayakan untuk mempertemukan

123 “Indonesia Secara Resmi Minta Pengampunan Herlina,” Evy Flamboyan
.<http;//www.tempointeraktif.com/hg/Jakarta/07/11/2004>,diakses 5 Juni 2009.

124,”Depakertrans Upayakan Keringanan Hukuman Bagi Herlina”,Glori K.Wadrianto.<
http:// www.kompas .com/kirim_berita/08/11/2004>,9 April 2009.
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herlina dan kedua orang tuanya sesuai dengan keinginan kedua belah pihak.125

Dukungan moril yang diberikan kepad Duta Besar Republik Indonesia untuk

Malaysia Senin tanggal 8 November 2004 dalam pertemuan yang berlangsung di

bawah penjagaan ketat sipir penjara, dengan tangan diborgol herlina juga berharap

dapat dipertemukan dengan ibunya. Keadaan herlina yang kelihatan tertekan

mengakui bahwa ia diperlakukan cukup baik di dalam penjara meskipun ia

mengeluh ada rasa sakit di bagian telinga akibat sering dipukuli majikannya.126

Upaya lain juga dating dari LSM seperti yang dilakukan Budi Wibawa dari

Migran Care berangkat ke Malaysia untuk menggalang solidaritas LSM-LSM di

Malaysia untuk membantu meringankan hukuman terhadap Herlina Trisnawati,

Migran Care juga berupaya melakukan audiensi dengan parlemen Malaysia dan

mobilisasi dukungan publik untuk disampaikan ke Abdullah Ahmad Badawi. Budi

mengatakan “paling tidak kita bias beraudiensi dengan publik, parlemen atau

pemerintah di sini, untuk mendapatkan perhatian dari public sehingga pengadilan

dapat mengubah keputusannya”. Selain itu Budi juga melakukan pertemuan

dengan pengacara Herlina yaitu pengacara T Vijayandra dan dari pertemuan

tersebut diperoleh informasi bahwa informasi tentang kasus herlina dinilai

terlambat, bahwasannya pengacara T.Vijayandra sudah lama dihubungi pihak

KBRI sejak awal menangani kasusu Herlina tetapi pihak Indonesia kurang

memperdulikan hal ini terbukti dengan tidak pernah ada publikasi terhadap kasus

Herlina, adapun fungsi adanya publikasi tersebut di harapkan dapat

mempengaruhi pendapat publik sehingga masih dimungkinkan hukuman yang

dijatuhkan terhadap Herliana Trisnawati di ringankan. Pada tanggal 8 November

2004 Budi menemui Duta Besar Republik Indonesia Jendral Rusdi Harjo di

kantornya, Budi berharap pertemuannya untuk membahas kasus Herkina namun

tetap tidak bersedia membahas kasus Herlina. Setelah kedatangan Budi dan

rombongannya ke KBRI kemudian dilanjutkan berkunjung ke penjara wanita

kajang yang jarak tempuhnya satu jam dari Kuala Lumpur , tempat Herlina di

tahan. Sesampainya di penjara wanita Kajang Budi dan rombingannya di tahan

oleh sipir penjara, mereka tidak memperbolehkan masuk untuk menemui Herlina

125 ,”Pemerintah berusaha Hadirkan Orang Tua Herlina Ke Selangor,”Evi Flamboyan.
http://www.tempointeraktif.com/nasional/brk.2041108-21,id.pdf,12 Maret 2009.

126 Indosiar.com,op.cit.
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dan selebihnya rombongan hanya bisa melihat-lihat dari luar saja.127 Menurut

pengakuan dari Ny Nanik (ibu Herlina Trisnawati) bahwa sejak kasus Herlina

mencuat 3 tahun lalu, yakni seusai kejadian terbunuhnya majikan Herlina, Soon

Lay Chuan, Berita mengenai Herlina yang diancam dengan hukuman mati di

Malaysia sebenarnya sudah didengar Nanik sejak Agustus 2001 ketika seorang

wartawan mencoba mengonfirmasi informasi tersebut. Nanik yang mencoba

beberapa kali menghubungi dan mendatangi PPTKIS PT Jatim Sukses Karya

Bersama (PT JSKB) yang berkantor di Jalan Pasar Tunjungan Surabaya. Sebab

PJTKI ini yang memberangkatkan Herlina ke Malaysia untuk memastikan

keberadaan Herlina Trisnawati . Ketika itu pihak manajemen PT JSKB

menjanjikan akan secara all out membantu meringankan ancaman hukuman yang

berikan kepada Herlina. Bahkan PT JSKB siap mengeluarkan berapa pun

anggaran yang dibutuhkan untuk mendampingi Herlina ketika menjalani proses

hukum di Malaysia. Selain itu, Ny Nanik juga dijanjikan berangkat ke Malaysia

untuk menemui anaknya. Yang penting, Ny Nanik tak banyak mengumbar

persoalan anaknya kepada publik melalui media massa. Kenyataannya, mereka tak

pernah mengurusi kasus yang menimpa anak saya. Saya sempat beberapa kali

datang ke agen (PT JSKB) dan Depnaker.128 Dan saat itu pihak agen tenaga kerja

akan mencari pengacara yang baik untuk mendampingi Herlina, “Waktu itu

mereka bilang Sudah bu jangan rame-rame yang penting anak ibu bisa pulang.129

Sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Malaysia terdakwa yang berkelakuan

baik maka akan dikurangi sepertiga, herlina bebas pada tanggal 14 April 2008.

setelah menjalani hukuman 7 tahun 8 bulan kata Edward Santoso S.H (Direktur

Bidang Hukum PT. Jatim Sukses Karya Bersama, perusahaan uang

memberangkatkan Herlina ke Malaysia. Keberhasilan pemerintah terhadap

terbebasnya Herlina dari hukuman mati menjadi 10 tahun penjara hingga 7 tahun

8 bulan penjara tidak semata-mata upaya dari KBRI saja akan tetapi juga dukung

sikap baik Herlina selama dalam penjara, selama dalam penjara Herlina banyak

127tempointeraktif.com,op.cit.
128“Herlina Terancam Di Gantung, Identitas Paspornya Di

palsukan,”<http://www.suaramerdeka.com/harian/0411/07>, diakses 16 Maret 2009.
129 “ Nanik Indrawati,Ibu TKI Yang Divonis Mati Di Malaysia, Lakukan Upaya

Maksimal Untuk Herlina,”<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0411/11/utama>, diakses 5
Juni 2009.
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melakukan hal-hal positif yaitu beribadah, belajar bahasa mandarin, dan mengasah

ketrampilan memasak dan menjahit. Setelah Herlina dapat menghirup udara

dengan bebas Herlina Trisnawati dipulangkan ke tanah air (Indonesia) diantar

oleh Atase Tenaga Kerja KBRI Teguh Cahyono kemudian diserahkan ke Dirjen

Perlindungan Warga Negara dan Hak-Hak warga Negara dan departemen Tenaga

Kerja Dan Transmigrasi di Jakarta. Dari Jakarta selanjutnya Herlina Trisnawati

diantar ke kampung halamannya di Surabaya untuk berkumpul kembali kepada

kedua orang tuanya ayahnya bernama Sutrisno dan ibunya bernama Nanik

Indrawati. Tiba di bandara Juanda jam 23.45 wib Surabaya Herlina Trisnawati di

sambut oleh Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Jawa Timur Baharudin 130

2. Analisa Yuridis

Tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepada Tenaga Kerja Wanita

(TKW) Indonesia Herlina Trisnawati asal Jawa Timur sesuai dengan pasal 302

KK Malaysia dengan ancaman hukuman mati pada Mahkamah Tinggi Shah Alam

dan pada pengadilan banding yaitu Mahkamah Rayuan dikenakan pasal 304

dengan hukuman 18 tahun penjara, hingga hukuman 10 tahun penjara pada

Mahkamah Persekutuan berdasarkan pasal 326KK.

Pasal 302 KUHP Malaysia mengatakan:131

“ Barang siapa yang melakukan pembunuhan dengan sengaja akan
dijatuhkan pidana mati”

Unsur-Unsur pasal 302 adalah
a. Barang siapa

Berdasarkan kasusu tersebut subyek hukum sebagai pelaku pidana

adalah Herlina Trisnawati

b. Melakukan pembunuhan

Herlina Trisnawati telah melakuka pembunuhan terhadap majikan

perempuannya nyonya Soon Lay Chuan dengan sebilah pisau.

c. Dengan sengaja

130 .kompas.com,op.cit.
131M.Ali, KUHp Malaysia Sebagai Perbandingan , cet.1(Jakarta:penerbit Ghalia

Indonesia,1987),psl.302.
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Pembunuhan yang dilakukan Herlina Trisnawati terhadap majikan

perempuanya dilakukan dengan tidak sengaja dan direncanakan.

d. Di pidana

Terhadap perbuatan tersebut Herlina Trisnawati dapat diancam

hukuman mati,

Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 302 tersebut Herlina

tidak dapat dikatakan melanggar pasal tersebut karena unsur-unsurnya tidak

terpenuhi.

Pasal 304 KUHP Malaysia mengatakan:

“Barang siapa yang melakukan pembunuhan manusia yang tida sama
dengan pembunuhan dengan sengaja akan dijatuhi pidana pnjara seumur
hidup, atau pidana penjara selama jangka waktu yang dapat sampai
sepuluh tahun, dapat juga dijatuhi pidana denda, jika perbuatan yang
menimbulkan kematian itu dilakukan dengan niat menimbulkan kematian,
atau menimbulkan cidera jasmani yang mungkin menimbulkan kematian;
atau dengan pidana penjara yang dapat sampai sepuluh tahun, atau pidana
denda, atau kedua-duanya, jika perbuatan itu dilakukan dengan
pengetahuan bahwa perbuatan itu mungkin menimbulkan kematian, tetapi
tanpa niat untuk menimbulkan kematian, atau untuk menimbulkan cedera
jasmaniah yang mungkin menimbulkan kematian”

Unsur-Unsur pasal 304 adalah

a. Barang siapa

Subyek hukum dalam kasusu ini adalah Herlina Trisnawati selaku

pelaku tindak pidana

b. Melakukan pembunuhan

Dengan sebilah pisau Herlina Trisnawati telah melakukan pembunuhan

terhadap majikan perempuannya nyonya Soon Lay Chan.

c. Tidak disengaja

Pembunuhan yang dilakukan Herlina Trisnawati terhadap majikan

perempuannya tidak dilakukan dengan rencana.

d. Menimbulkan kematian atau cidera jasmani yang berakibat kematian

Perbuatan yang dilakukan Herlina Trisnawati terhadap majikan

perempuannya semula dilakukan untuk membuat pingsan tetapi

berbalik menjadi perkelahian yang berujung kematian terhadap nyonya
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Soon Lay Chan., dengan demikian perbuatan yang dilakukan Herlina

terhadap majikan perempuannya tersebut tidak dengan niat untuk

menimbulkan kematian atau cacat jasmani.

e. Dapat Dipidana

Terhadap perbuatan tersebut dapat dipidana penjara selalama 10 tahun

atau pidana denda atau kedua-duanya.

Pasal 326 KUHP Malaysia mengatakan:

“ Barang sispa kecuali dalam kasus yang tersebut dalam pasal 335, dengan
sengaja menimbulkan cedera berat dengan menggunakan alat untuk
menembak, menikan, atau memotong, atau alat yang digunakan sebagai
suatu senjata melakukan delik, mungkin menimbulkan kematian, atau
dengan menggunakan api atau bhan yang dipanaskan, atau dengan
menggunakan racun atau bahan yang merusak badan manusia bila disedot,
ditelan, atau memasuki darah atau dengan menggunakan binatang akan
dijatuhi pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama jangka
waktu yang dapat sampai sepuluh tahun, dan dapat juga dijatuhi pidana
denda atau penderaan.”

Menurut pembelaan yang dilakukan pengacara Herlina Trisnawati dan

dikuatkan oleh Hakim Mahkamah Persekutuan bahwa perbuatan Herlina terhadap

majikan perempuannya Soon Lay Chuan atas dasar pembelaan diri yang diatur

dalam KUHP Malaysia pasal 94 mengatakan:

“Kecuali pembunuhan dan delik-delik yang termasuk dalam BabVI yang
diancam pidana mati,bukan merupakan suatu delik suatu perbuatan yang
dilakukan oleh seseorang yang dipaksa melakukannya karena ancaman,
yang pada waktu melakukannya, dengan masuk akal menimbulkan
kecemasan bahwa kematian yang segera akan terjadi terhadap orang
tersebut ;dengan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut
tidak atas kemauannya sendiri, atau kecemasan yang masuk akal akan
menimbulkan kematian yang segera terhadapnya, menempatkan dirinya
dalam situasi yang dengannya ia menjadi tidak bebas terhadap paksaan
tersebut”

Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 94 adalah:

a. Kecuali pembunuhan dan delik dalam Bab VI

Terhadap kasus Herlina tindak pidana yang terjadi adalah pembunuhan

yang dilakukan Herlina terhadap majikan perempuannya Soon Lay

Chuan dengan sebilah pisau yang didahului dengan pemukulan di
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bagian kepala dengan ulekan batu, dan terhadap delik dalam Bab IV

adalah delik yang berkaitan dengan negara.

b. Diancam hukuman mati

Dalam kasus ini Herlina diancam hukuman mati berdasarkan pasal 302

KK

c. Dilakukan karena ancaman atau tidak kemauannya sendiri

Herlina dalam melakukan perbuatan tersebut atas kemauan sendiri dan

tidak ada tekanan atau ancaman dari pihak manapun.

d. Kecemasan yang masuk akal

Perbuatan yang dilakukan Herlina dengan mengambil pisau untuk

membunuh majikan perempuannya tersebut dilakukan dengan

kecemasan yang masuk akal karena majikannya membawa pisau untuk

mengancam akan membunuh Herlina karena ia dipukul bagian

kepalanya dengan ulekan batu.

e. Menimbilkan kematian

Perbuatan herlina tersebut menimbulkan kematian terhadap

majikannya

Berdasarkan penguraian unsur-unsur pasal 94 tersebut diatas herlina tidak dapat

dikenakan pasal 94 KK atas keadaan terpaksa karena perbuatan herlina tidak

memenuhi unsur-unsur tersebut diatas.

Undang-Undang No. 39 tahun 2004 pasal 78 ayat 1 mengatakan :132

“Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar
negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan
internasional”
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP ( Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana)

Pasal 54 mengatakan:133

” Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat
bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan
pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam
undang-undang ini.”

132 Indonesia(1),op.cit.,psl.78 ayat 1.
133 Indonesia (5),op.cit.,psl.54.
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Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

PER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan penempatan Dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Pasal 45 ayat 3 mengatakan:134

”Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Penyelesaian perselisihan antara TKI dengan pengguna jasa TKI atau
pihak lain;

b. Pemberian bantuan hukum;
c. Advokasi atau pendampingan;
d. Bantuan konsuler;
e. Upaya diplomatik dan;
f. Asuransi”

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas pemerinah Republik Indonesia

melalui KBRI telah perlindungan huku dengan memberikan bantuan hukum dan

bantuan kemanusiaan terhadap Herlina Trisnawati, adapun bentuk bantuan hukum

yang dilakuan pihak KBRI adalah dengan menyediakan pengacara lokal yaitu T.

Vijayandra untuk melakukan pembelaan terhadap Herlina terkait dengan

permasalahan yang dialaminya selain itu pemerintah juga melalui Budi Wibawa

perwakilan dari LSM Migran Care melakukan advokasi dan audiensi terhadap

publik, parlemen maupun pemerintah Malaysia, bantuan kemanusiaan juga

diberikan kepada herlina melalui kunjungan Duta Besar Republik Indonesia

Jenderal Rusdi Harjo ke penjara Herlina, selain dari itu pihak pemerintah juga

menghadirkan nyonya Nanik selaku ibu dari Herlina untuk memberikan dukungan

moral, dalam kasus ini upaya pemerintah melalui diplomatik juga dilakukan oleh

Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono dengan Perdana Menteri Malaysia

Abdullah Ahmad Badawi atas usul Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

3. Analisa Kasus

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 25 KUHAP menyatakan:135

“ Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang
berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum
seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan”
Sedangkan definisi tentang laporan terdapat pada ketentuan pasal 1 angka 24

KUHAP mengatakan:136

134 Departemen Tenaga kerja dan Transmigras (2), log.cit.,, psl.45 ayat 3.
135 Indonesia (5),op.cit.,psl.1 angka25.
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“ laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau
kewajiban bedasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang
telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana”
Secara formil dalam prakteknya pengaduan dan laporan memiliki kesamaan,

sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat mengadu atau melapor

antara lain:137

a.. Seseorang atau masyarakat yang menjadi korban atau keluarganya.

b. Organisasi masyarakat.

c. Organisasi politik.

d. Lembaga Swadaya Masyarakat sesuai dengan maksud dan tujuan pendirinya.

e. Instansi pemerintah terkait.

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 2004 pasal 78 ayat 1 mengatakan :138

“Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar
negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan
internasional”
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP ( Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana)

Pasal 54 mengatakan:139

” Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat
bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan
pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam
undang-undang ini.”

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

PER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan penempatan Dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Pasal 45 ayat 3 mengatakan:140

”Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Penyelesaian perselisihan antara TKI dengan pengguna jasa TKI atau

pihak lain;
b. Pemberian bantuan hukum;
c. Advokasi atau pendampingan;
d. Bantuan konsuler;
e. Upaya diplomatik dan;
f. Asuransi”

136 Indonesia (5)op.cit,psl.1 angka 24.
137Panduan Hukum, op.cit.,,hal.63.
138 Indonesia(1),op.cit.,psl.78 ayat 1.
139 Indonesia (5),op.cit.,psl.54.
140 Departemen Tenaga kerja dan Transmigras (2), op.cit.,, psl.45 ayat 3.
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Terkait dengan kasus tersebut diatas sikap KBRI dalam menanggapi

pengaduan dari TKW Indonesia Herlina Trisnawati asal Jawa Timur terkait

dengan perlindungan dan bantuan hukum telah dilakukan meskipun terkesan

lambat sehingga mengakibatkan Herlina divonis hukuman gantung sampai mati

oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam Malaysia dengan hukuman gantung sampai

mati karena dituduh melanggar pasal 302 KK Malaysia tentang melakukan

pembunuhan berencana. Terhadap majikan perempuannya Soon Lay Chan pada

tanggal 14 Agustus 2001. Menurut pendapat dari Pengacara Herlina Trisnawati

yaitu T. ijayandra bahwa dengan adanya publikasi terhadap kasus Herlina

diharapkan dapat mempengaruhi pendapat publik sehingga masih dimungkinkan

hukuman yang dijatuhkan Mahkamah Tinggi Shah Alam yaitu vonis hukuman

gantung sampai mati terhadap Herlina diringankan sebelum menjatuhkan vonis

tersebut. Atas berbagai desakan dan upaya dari berbagai pihak termasuk sikap

aktif yang dilakukan pengacara herlina T. Vijayandra dalam pembelaan terhadap

Herlina dan LSM dari Indonesia yaity Budi Wibawa yang merupakan perwakilan

dari LSM Migran Care yang terus aktif mengajak LSM-LSM Negara setempat

untuk melakukan pendampingan dan audiensi kepada publik, parlemen dan

pemerintah Malaysia guna menegakkan keadilan dan memperjuangkan hak-hak

Herlina yang mendorong KBRI untuk memberikan bantuan hukum melalui

diplomasi politik yang dilakukan sendiri oleh Presiden Republik Indonesia Susilo

Bambang Yudoyono dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi

atas usul pihak-pihak yang terkai dengan pemberian bantuan hukum terhdap

Herlina yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Luar

Negeri dan KBRI,

Dalam kasus diatas disebutkan identitas Tenaga Kerja wanita (TKW) Herlina

Trisnawati asal Jawa Timur dengan alamat rumah Desa Bareng Krajan,

Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo yang pada waktu itu berusia 19 tahun

diberangkatkan ke Malaysia melalui PT. Jatim Sukses Karya Bersama (JSKB)

dengan merubah identitas diri Herlina yaitu perubahan umur menjadi 25 tahun

dan perubahan alamat yang semestinya Sidoarjo menjadi Blitar.
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Berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang no.39 tahun 2004 tentang

Penenpatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

mengatakan:141

“Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan
terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan:

a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas)tahun kecuali bagi TKi
yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya
berusia 21 (dua puluh satu) tahun.”

Dalam pasal 102 ayat 1 hurf c mengatakan:142

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun dan/denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu
miliar rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah),
setiap orang yang:
c. Melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi
persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 35”

PPTKIS sebagai badan hukum yang telah memperoleh izin dari pemerintah

untuk mengirim TKI di luar negeri mempunyai tanggung jawab untuk melakukan

pementauan dan membantu menyelesaikan masalah yang telah ditempatkan.

Pasal 57 ayat 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Da Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor Per.22/Men/XII/2008 tentang Pelaksanan Penempatan Dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri mengatakan:143

“ PPTKIS wajib melakukan pemantauan keadaan TKI yang telah ditempatkan
yang meliputi:
a. Nama dan alamat majikan;
b. Kesehatan TKI;
c. Pembayaran gaji TKI;dan
d. Masalah yang dihadapi TKI”.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Da Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

Per.22/Men/XII/2008 tentang Pelaksanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia Di Luar Negeri pasal 64 ayat 1 menyatakan:144

“ (1). Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan menteri ini
dikenakan sanksi administrative sebagaimana diatur dalam undang-
Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di luar Negeri.”

141 Indonesia (1),op.cit.,psl 35 ayat 1 huruf a.
142 Indonesia (1),op.cit,psl.102 ayat 1 huruf c.
143Departemen Tenaga Kerja Dan tenaga Kerja (2),op.cit.,psl.57 ayat 2.
144 Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (2),op.cit,psl.64ayat 1.
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Dalam pasal 263 ayat 1 KUHP yang menyatakan”145

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya
benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat
menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling
lama enam tahun”.

Berdasarkan pada kasus yang terjadi pada herlina Trisnawati dan ketentuan

hukum tersebut diatas maka peristiwa tersebut tidak menjadi tanggung jawab

sepenuhnya dari Herlina Trisnawati, PT. Jatim Sukses Karya Bersama (JSKB)

sebagai agen penyalur yang mengirimkan Herlina Ke Malaysia sebagai TKW juga

patut untuk disalahkan, begitu juga terhadap agen penyalur yang berada di

Malaysia untuk itu dapat dilakukan:

a. Penyelesaian Perdata

PT. Jatim Sukses Karya Bersama sebagai agen yang memberangkatkan

Herlina di Malaysia mempunyai tanggung jawab penuh, terhadap peristiwa

yang menimpa Herlina mereka juga mempunyai kontribusi karena mereka

tidak bekerja secara professional lali lalai dalam melakukan tanggung

jawabnya termasuk dalam hal memberikan pengawasan seperti yang

tercantum dalam Pasal 57 ayat 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.22/Men/XII/2008 tentang

Pelaksanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di

Luar Negeri, apabila dilakukan pengawasan tentunya pihak penyalur telah

mengetahui kondisi kerja Herlina di Malaysia sepertijam kerja, perlakuan

majikan serta fasilitas.Perbuatan PT. Jatim Sukses Karya Bersama dalam

hal perubahan identitas yang dilakukan terhadap herlina merugikan bagi

herlina untuk itu PT. Jatim Sukses Karya Bersama telah dapat dikatakan

melanggar ketentuan Pasal 57 ayat 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Da

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.22/Men/XII/2008 tentang

Pelaksanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di

Luar Negeri, dan berdasarkan pasal 64 ayat 1 PT. Jatim Sukses Karya

Bersama dikenakan sanksi administrasi seperti yang diatur dalam Undang-

145Indonesia (5),op.cit.,psl.263 ayat 1.
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Undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkaitan

dengan

a. perjanjian kerja

perjanjian kerja dilakukan antara Calon TKI dengan pengguna jasa

yang didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing

pihak. (TKI), berdasarkan pasal 1320 KUHPer menyatakan:146

“ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
(1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
(2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
(3). Suatu hal tertntu
(4) Suatu sebab yang halal.”

Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian

tersebut adalah batal demi hukum.

b. perjanjian penempatan

Perjanjian penempatan dilakukan antara pelaksana penempatan tenaga

kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan calon tenaga kerja Indonesia,

keabsahan dari perjanjian ini berlaku juga pasal 1320 KUHPerdata.

Dalam hal pelaksanaan suatu perjanjian pihak-pihak yang mengikatkan diri

harus berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian yang telah disepakati namun

apabila pihak-pihak yang terkai dalam perjanjian tersebut tidak melakukan apa

yang diperjanjikan maka hal tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi

dapat berupa 4 macam yaitu:147

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana

yang dijanjikan.

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

146 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek), diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio,cet.ke-34,(Jakarta:pradnya Paramita,2004),ps.1320.

147Subekti, Hukum Perjanjian,Cet.Ke-20, (Jakarta:Intermasa,2004), hal.45.
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Berdasarkan kasus Herlina Trisnawati terjadi perjanjian kerja antara pengguna

jasa yaitu majikan dengan herlina dan perjanjian penempatan antara PT. Jatim

Sukses Karya Bersama (JSKB) sah karena telah memenuhi persyaratan

tersebut karena baik majikan maupun herlina telah sepakat untuk mengadakan

perjanjian kerja begitu juga terhadap PT. JSKB dengan Herlina, usia herlna

pada waktu itu 19 tahun dan secara hukum sudah dapat melakukan perbuatan

hukum , hal yang diperjanjikan adalah bekerja sebagai pembantu rumah

tangga di Malaysia dan perbuatan tersebut adalah halal, akan tetapi

permasalah yang timbul adalah apabila salah satu pihak atau kedua pihak telah

melakukan wanpreatasi, permasalahan ini dapat terjadi karena pada waktu

pelaksanaan perjanjian kerja seringkali dikondisikan pada keadaan yang

terburu-buru sehingga para TKI tidak dapat secara cermat memahami isi dari

perjanjia tersebut, demikian halnya terhadap kemampuan untuk memahami

perjanjian tersebut karena sebagian besar TKI yang bekerja pendidikannya

terbatas sehingga hal ini menjadi peluang bagi PPTKIS.Apabila PT. JSKB

terbukti melakukan melakukan pelanggaran tersebut maka sesuai sengan pasal

1243 KUH Perdata yang menyatakan:148

“ Penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan
barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai
memenuhi perikatannya tetapi melalaikannya atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tengang
waktu yang telah dilampauakan.”

PT. JSKB melalui gugatan perdata dapat dikenakan ganti rugi yaitu

penggantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Herlina dan kerugian

yang telah dialami oleh herlina beserta keuntungan yang telah diperhitungkan

oleh herlina.

a.. Penyelesaian Pidana

Berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang

Penenpatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bahwa

TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan minimal berusia adalah 21

tahun namun herlina pada waktu itu berusia 19 tetapi untuk itu PT. JSKB

memalsukan umur herlina menjadi 25 tahun dan juga memalsukan alamat

148 Ibid,ps.1243,
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herlina di Blitar padahal alamat sebenarnya adalah Surabaya, dengan demikian

pasal 102 ayat 1 hurf c Undang-Undang no.39 tahun 2004 tentang Penenpatan

Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pidana penjara

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/denda paling

sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak

Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Mengacu pada 263 ayat 1 KUHP secara garis besar mengatakan bahwa

pemalsuan atas dokumen dipenjara selama 6 tahun, dalam hal ini Pt.JSKB

dapat dikenakan terhadap pasal ini atas pemalsuan umur an daerah asal herlina

trisnawati

b. Penyelesaian Administratif

Pasal 57 ayat 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Da Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor Per.22/Men/XII/2008 tentang Pelaksanan Penempatan Dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri yang pada intinya

mengatakan bahwa PPTKIS diharuskan melakukan pengawasan maupun

pengontrolan terhadap TKI di Negara penempatan baik kondisi kerja maupun

kondisi TKI itu sendiri, pemenuhan terhadap hak dan kewajiban yang tertulis

dalam perjanjian kerja perlu diawasi dan dikontrol, adanya pelanggaran atau

tidak.

Dalam kasus ini PT. JSKB tidak melakukan hal itu karena sebagi pihak yang

memberangkatkan herlina seharusnya lebih menhetahui kondisi kerja

termasuk jam kerja, jam istirahat, fasilitas, pembayaran gaji dan tentunya

prilaku majikan maupui kondisi fisik herlina, untuk itu sesuai dengan

ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor Per.22/Men/XII/2008 tentang Pelaksanan Penempatan Dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri pasal 64 ayat 1

menyatakan:149

“ Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan menteri ini dikenakan

sanksi administrative sebagaimana diatur dalam undang-Undang nomor 39

tahun 2004 tentang Penempatan dan pelanggaran Tenaga kerja Indonesia di

luar Negeri.”

149 Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (2),op.cit.,psl.64 ayat 1.
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Sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor

39 tahun 2004 tentang Penempatan dan pelanggaran Tenaga kerja Indonesia di

luar Negeri yang dikenakan pada PT.JSKB sebagaimana yang telah dilakukan

terhadap Herlina dapat berupa :

a. Peringatan tertulis

b. Penghentian sementara sebagian atau seluruhnya kegiatan usaha

penempatan TKI

c. Pencabutan izin.

Adapun mekanisme pemerintah Indonesia dalam pemberian bantuan hukum

terhadap Herlina Trisnawati telah sesuai dengan ketentuan dari Departemen

Luar negeri yaitu:

a. Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia

menyediakan pengaca local yaitu T Vijayandra untuk mendampingi dan

membela hak-hak Herlina Trisnawati dalam peradilan Malaysia

b. Pemerintah Indonesia mengupayakan perlindungan hukum dan bantuan

hukum melalui jalur diplomatik yang dilakukan Presiden Susilo Bambang

Yudoyono dan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi pada pertemuan

APEC di Cile untuk membahas tentang keringanan hukuam Herlina

Trisnawati sebagai warga negara dan sebagai TKW/Nakerwan

c. Pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada

Herlina trisnawati dengan menghadirkan kedua orang tuanya di Malaysia

dengan biaya pemberangkatan dan pembuatan paspor ditanggung oleh

PPTKIS yaitu PT. Jatim Sukses Karya Bersama selaku PPTKIS yang

memberangkatkan Herlina ke Malaysia untuk menghadiri persidangan di

tingkat banding dan kunjungan yang dilakukan Duta Besar Republik

Indonesi ke penjara wanita tempat Herlina di penjara sebagai bentuk

dukungan moril.

d. Setelah Herlina selesai menjalani masa tahanan pemerintah Indonesia

mengatur dan membiayai semua biaya kepulangan Herlina dan diantar

oleh Atase Tenaga Kerja KBRI Teguh Cahyono kemudian diserahkan ke

Dirjen Perlindungan Hak-Hak Warga Negara dan Departemen Tenaga

Kerja Dan Transmigrasi dan setibanya di Bandara Juanda Surabaya
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sebelum berkumpul dengan keluarga di sambut oleh Dinas tenaga Kerja

(Kadisnaker) Jawa Timur Baharudin.

Dalam kasus tersebut diatas proses dan prosedur bantuan hukum sebagimana

yang telah ditentukan oleh Departemen Luar Negeri telah dilakukan dengan baik

oleh pemerintah Indonesia meskipun terkesan terlambat, namun upaya pemerintah

untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap warga negaranya di

Luar negeri yaitu TKW/Nakerwan Herlina Trisnawati yang merupakan penghasil

devisa merupakan bukti adanya kepedulian dan keseriusan pemerintah Indonesia

dalam menegakkan keadilan dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa

Indonesia di dunia Internasional. Akan tetapi pihak PPTKIS yaitu PT JSKB

sebagai perusahaan yang mengirimkan Herlina Trisnawati tidak aktif dan tidak

mengambil peran banyak dalam pemberian bantuan hukum terhadap Herlina, hal

ini terlihat pada sikap perusahaan tersebut bahwa bantuan hukum diberikan

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kerap terjadi pada TKI sebagaimana

yang di alami oleh Herlina Trisnawati TKW pembantu Rumah Tangga asal Jawa

Timur, yang dilakukan oleh:

a. Pemerintah Republik Indonesia, Negara penempatan, dan majikan dari

TKI tersebut.

Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tentang Hak Asasi

Manusia yaitu Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia yang mengatur tentang hak- hak buruh migrant yaitu :

1. Hak Mengembangkan Diri yang diatur dalam pasal 11 menyatakan:150

“ Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan
berkembang secara layak.”

2.Hak Untuk Memperoleh Keadilan, diatur dalam pasal 17 yang

menyatakan:151

“ Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan
dengan mengajukan permohon, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara
pidana,perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan
yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin

150Indonesia (6),op.cit.,psl.11.
151Ibid.,psl.17.
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pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk
memperoleh putusan yang adil.”
3. Hak Atas Kebebasan Pribadi yang diatur dalam pasal 20 ayat 1 yang

menyatakan:152

“ Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba”

4. Hak Atas Rasa Aman, yang diatur dalam pasal 29 ayat 1 yang

menyatakan:153

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi , keluarga,
kehormatan, martabat dan hak miliknya”

Pasal 30 yang menyatakan:154

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan
terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat.”

Berdasarkan kasus yang dialami Herlina Trisnawati yang bekerja sebagai

Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Malaysia , Pemerintah Indonesia

mempunyai kontribusi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Herlina Trisnawati sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana

yang diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia mempunyai hak dan kedudukan yang sama di

depan hukum tanpa diskriminasi dalam mencari keadilan, perlindungan

hukum dan rasa aman, namun tidak demikian yang dialami Herlina pada

saat ia menuntut haknya , sebagai perwakilan Negara Indonesia di Malaysia

KBRI berkewajiban melindungi, memberirasa aman, memberikan pelayanan

dengan prinsip one day service bagi WNI khususnya TKI sesuai dengan visi

dan misinya, KBRI dalam memberikan tanggapan terhadap kasus Herlina

dinilai sangat lambat Herlina sebagai TKW pembantu rumah tangga di

Malaysia telah memberikan kontribusi sebagai penghasilan Negara, namun

perlindungan yang diberikan kepada TKI kurang sepadan dengan apa yang

telah diberikan kepada Negara, untuk itu pemerintah Indonesia dapat

dikatakan telah melanggar pasal 17 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM,

yaitu hak untuk memperoleh keadilan, pasal 29 ayat 1 yaitu hak atas

152 Ibid.,psl 20 ayat 1.
153Ibid.,psl. 29 ayat 1.
154Ibid.,psl.30.
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perlindunganhukum, dan pasal 30 tentang hak atas rasa aman ini setiap

orang berhak untuk memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman.

b. Pemerintah Malaysia

HAM berlaku secara universal yang artinya bahwa seluruh Negara di dunia

mengakui adanya HAM termasuk Malaysia sebagaimana yang tercantum

dalam konstitusi Negara Malaysia, Pasal 5 butir 3 secara garis besar

mengatakan bahwasannya apabila seseorang ditangkap harus diberitahukan

alasan dari penangkapan tersebut dan diberikan kesempatan untuk

melakukan konsultasi dan pembelaan yang dilakukan seorang ahli hukum.

Pasal 8 butir 1 mengandung pengertian bahwa semua orang mempunyai

kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak mendapatkan

perlindungan hukum yang sama. Pasal 8 butir 2 mempunyai makna bahwa

perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dan berlaku terhadap semua

orang yang berada di wilayah Malaysia.Demikian pula dalam pasal 6

DUHAM disebutkan bahwa seseorang berhak untuk diakui sebagai pribadi

di depan hukum dimanapun ia berada dan pasal 7 DUHAM yang

menegaskan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas

perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Berdasarkan

kasus Herlina Trisnawati warga negara Indonesia yang pada posisinya

bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga menurut pasal 7 MoU

yang mengatur tentang Pembantu Rumah Tangga bahwasannya Herlina

Trisnawati selaku TKW Indonesia harus tunduk dan patuh pada hukum

yang berlaku di Malaysia demikian halnya dengan pemerintah Malaysia

harus mengakui bahwa hukum yang berlaku bagi TKI adalah hukum dan

kebiasaan Negara Malaysia. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah

Malaysia terhadap kasus Herlina Trisnawati adalah bahwa pemerintah

Malaysia telah melakukan diskriminasi terhadap Herlina Trisnawati ,

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia atau Akta 1955

memberikan perlindungan kepada pembantu rumah tangga tetapi pada

kenyataannya bahwa TKW Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah

tangga dikecualikan. Dengan demikian pemerintah Malaysia telah

melanggar konstitusinya sendiri dan juga mengabaikan pasal 6 DUHAM

Bantuan hukum..., Ambarwati, FH UI, 2009



Universitas Indonesia

105

bahwa meskipun herlina seorang TKW pembantu rumah tangga haknya

untuk di akui sebagai pribadi di depan hukum tetap melekat padanya

meskipun herlina bukan warga negara Malaysia.

Pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga adalah pekerjaan yang rentan

terhadap pelanggaran HAM dan sulit untuk dijangkau dan diawasi karena

ruang lingkup kerjanya masuk dalam lingkup pribadi seseorang, seperti yang

di alami Herlina Trisnawati, ia telah mengalami pelanggran HAM

sebagaimana yang telah dilakukan oleh majikan perempuannya Soon Lay

Chan yaitu:

a. Pemukulan

Pemukulan oleh majikan perempuan herlina Trisnawati kerap dilakukan

apabila herlina melakukan kesalahan, hal ini berawal ketika herlina

dianggap males dan lambat dalam menyelesaikan pekerjaannya padahal

pekerjaan herlina terlalu banyak dan ia merasa sangat lelah.

b. Tidak ada waktu istirahat

Istirahat merupakan hak yang dimiliki semua orang, termasuk pembantu

rumah tangga yang pekejaannya bersifat tidak terbatas baik mengenai

jam kerja maupun jenis pekerjaan. Herlina sebagai pembantu rumah

tangga di Soon Lay Chan melakukan semua pekerjaan rumah yang tidak

ada batas sehingga tidak ada waktu istirahat dan hari libur.

c. Tidak ada kebebasan

Karena terlalu banyak pekerjaan tidak ada waktu untuk beristirahat dan

hari libur secara tidak langsung hak kebebasan Herlina telah ditiadaka

baik kebebasan berserikat dan berkumpul maupun kebebasan

mendapatkan informasi.

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh majikan perempuan Herlina

Trisnawati Soon Lay Chan telah melanggar pasal 5 tentang hak bebas dari

penganiayaan, pasal 20 tentang kebebasan berkumpul dan berserikat serta pasal 24

tentang hak untuk beristirahat.
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BAB 5

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dengan berdasarkan uraian yang telah disebutkan tersebut maka penulis dapat

menarik kesimpulan sebagai berikut:

a. TKI yang bekerja di Malaysia mempunyai hak yang sama sebagaimana

WNI yang berada di Indonesia yaitu mempunyai hak dan kewajiban yang

sama, mereka berhak mendapatkan jaminan perlindungan dan bantuan

hukum sebagaimana yang diatur dalam konstitusi yaitu Undang-Undang

Dasar 1945 amandemen ke-IV pasal 27 ayat 1 berbunyi: “segala warga

Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

kecualinya” dan dalam pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 1 UUD 1945

mengatur tentang hak setiap orang untuk mendapatkan jaminan,

perlindungan hukum dan kepastian hukum sudah terpenuhi meskipun

masih banyak kendala dan kekurangannya.Demikian pula terhadap pasal

54,dan pasal 56 ayat (1) KUHAP bahwasannya WNI yang menjadi

tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak tersangka

yang ancaman hukuman lebih dari 15 tahun dan 5 tahun untuk orang

miskin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003

pasal 22 tentang Advokat pada kenyataannya sudah terpenuhi meskipun

hanya melakukan pendampingan karena menurut hukum di Malaysia

bahwa orang asing tidak dapat beracara di Malaysia.Undang-undang

Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan Dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga kerja dan

Transmigrasi nomor 22 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan

perlindungan Tenaga kerja Indonesia Di Luar Negeri yang secara khusus

mengatur tentang TKI memberikan jaminan perlindungan dan bantuan

hukum bagi TKI yang menghadapi masalah hukum tanpa membedakan

TKI legal maupun TKI illegal meskipun dalam ketentuan tersebut tidak

diatur secara khusus tentang tata cara pemberian bantuan hukum.
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b. Upaya untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum bagi TKI

yang dihadapkan dengan masalah hukum merupakan bagian dari tanggung

jawab pemerintah dan PPTKIS, adapun bentuk perlindungan dan bantuan

hukum pemerintah diberikan melalui Departemen Luar Negeri dan

Perwakilan RI untuk mengupayakan langkah-langkah pendekatan politis,

pemberian bantuan kemanusiaan dan pemberian bantuan hukum agar hak-

hak WNI tetap terjamin sesuai denga sistem hukum yang berlaku, untuk

itu bagi TKI atau WNI yang bermasalah dapat melakukan dengan cara

mendatangi KBRI, atau mengirim surat pengaduan melalui pos yang

ditujukan ke KBRI bagian ketenagakerjaan atau Kepolisian setempat dan

LSM yang menangani khusus TKI, menghubungi lewat telepon atau

mengirimkan Sort Messege Service (SMS). Dengan dibentuknya Tim

Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan dan Pelayanan Warga Negara

Indonesia (PPWNI) berdasarkan SK Kepala Perwakilan RI untuk Malaysia

No. 02/SK-db/I/2006 tanggal 9 Januari 2006 yang bertugas menangani

kasus TKI atau WNI yang bermasalah yaitu melakukan penampungan

sementara dan melakukan penyuluhan serta pelayanan publik termasuk

dengan pengaduan lewat SMS dapat memberikan manfaat dan kemudahan

bagi TKI yang membutuhkan perlindungan dan bantuan hukum, sehingga

upaya perlindungan menjadi lebih maksimal akan tetapi disisi lain

terbentuknya Satgas tersebut dapat merusak fungsi organisasi struktural

departemen terkait. Terlepas dari semua itu pemberian bantuan hukum

terhadap TKI atau WNI tidak membedakan statusnya illegal atau legal

karena itu merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah

untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri.

2. Saran

Dalam skripsi ini adapun saran yang penulis sampaikan adalah sebagai :

a. Perlindungan hukum maupun bantuan hukum merupakan hal pokok yang

menjadi kebutuhan setiap warga negara Indonesia yang berada di luar

negeri khususnya TKI dan TKW/Nakerwan, untuk itu pemerintah

Indonesia diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi
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TKI khususnya Malaysia termasuk dalam bentuk peraturan perundang-

undangan, nota kesepahaman (MoU) yang melindungi hak-hak TKI.

b. Untuk meningkatkan persaingan di dunia Internasional pemerintah

Indonesia perlu meningkatkan kualitas TKI termasuk dalam hal latar

belakang pendidikan, keterampilan dan keahlian serta pengetahuan tentang

hukum negara penempatan.

c. Pemerintah Indonesia dirasa perlu membuat ketentuan hukum yang

mengatur secara khusus tentang bantuan hukum bagi TKI beserta tata cara

nya dan mengkaji ulang MoU tentang Rekruitmen dan Penempatan Penata

Laksana Rumah Tangga karena masih banyak ketentuan yang merugikan

pihak buruh migrant yaitu tidak ada pengaturan mengenai waktu istirahat,

jam kerja, upah lembur, penahanan paspor oleh majikan, masih

mengandung diskriminasi terhadap perempuan.dan memberikan tindakan

yang tegas bagi pelanggar baik dilakukan oleh pengguna jasa, agency

maupun PPTKIS.

d. Sebagai negara hukum yang mengirim TKI pemerintah Indonesia

hendaknya secepatnya merativikasi Konverensi 1990 tentang

perlindungan buruh migrant dan keluarganya agar dapat memberikan

perlindungan dan mengantisipasi permasalahan yang terjadi.
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Pengaduan TKI Bermasalah Di Malaysia

Pengaduan dapat dilakukan dengan cara :
1. Datang langsung ke KBRI di bagian Bidang Ketenagakerjaan.
2. Telpon Hot Line Telepon KBRI : 03 -21452011ext. 358/383.
3. Menulis surat dan dialamatkan kepada :
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA No. 233, Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur. U.p : Bidang Ketenagakerjaan.
Dalam membuat aduan hal - hal penting yang perlu diperhatikan adalah sebagai
berikut :
SEKTOR FORMAL ( Ladang / Kebun, Kilang / Industri, Binaan /
Konstruksi, Service / Jasa ).

1. Sumber Kasus
1. Nama Pelapor :
2. No. Telepon :
3. Alamat :

2. Tenaga Kerja Indonesia
1. Nama yang dilaporkan :
2. Tempat Tgl. Lahir :
3. Alamat di Indonesia :

3. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
1. Nama PJTKI :
2. No. Tel :
3. Nama Direktur :
4. Alamat :

4. Majikan ( User ).
1. Nama Perusahaan :
2. Nama Direktur :
3. No. Tel :
4. Alamat :

5. • Kronologis Permasalahan

( Ceritakan permasalahan yang dihadapi dan bantuan apa yang diperlukan oleh si
pelapor ).
Catatan :
Untuk mempermudah penyelesaian setiap permasalahan, hendaknya aduan yang
dibuat oleh TKI sebaiknya :
1. Aduan harus bersifat jujur dan ceritakan apa adanya sesuai dengan
permasalahan yang dihadapi.
2. Jangan membuat aduan palsu ( dibuat - buat atau berdasarkan hasil karangan
sendiri )
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SEKTOR INFORMAL ( Penata Laksana Rumah Tangga )

1. Sumber Kasus
1. Nama Pelapor :
2. No. Telepon :
3. Alamat :

2. Tenaga Kerja Indonesia
1. Nama yang dilaporkan :
2. Tempat Tgl. Lahir :
3. Alamat di Indonesia :

3. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
1. Nama PJTKI :
2. No. Tel :
3. Nama Direktur :
4. Alamat :

4. Agency Malaysia
1. Nama agensi :
2. No. Tel :
3. Nama Direktur :
4. Alamat :

5. Majikan ( User ).
1. Nama Perusahaan :
2. Nama Direktur :
3. No. Tel :
4. Alamat :

6. • Kronologis Permasalahan

( Ceritakan permasalahan yang dihadapi dan bantuan apa yang diperlukan oleh si
pelapor ).
Catatan :
Untuk mempermudah penyelesaian setiap permasalahan, hendaknya aduan yang
dibuat sebaiknya :

• Aduan harus bersifat jujur dan ceritakan apa adanya sesuai dengan
permasalahan yang dihadapi.

• Jangan membuat aduan palsu ( dibuat - buat atau berdasarkan hasil karangan
sendiri ).
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